Potret Kekuasaan Orde Baru Dalam Novel  Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari  Tinjauan Hegemoni Gramsci by Jufitasari
POTRET KEKUASAAN ORDE BARU DALAM NOVEL  
ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMAD TOHARI 




























PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 







POTRET KEKUASAAN ORDE BARU DALAM NOVEL  
ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMAD TOHARI 









Diajukan Kepada Universitas Brawijaya 
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 










PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 










Dengan ini saya :  
 
Nama   : Jufitasari  
NIM    : 115110700111025 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
 
menyatakan bahwa:  
1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari 
karya orang lain dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan 
gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi mana pun.  
2.  Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, 

















Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Jufitasari telah disetujui 





















Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Jufitasari telah disetujui 
























Putri Kumala Dewi, M.Pd 
NIK 2012 01850321 2001 
Menyetujui, 





Syariful Muttaqin, M.A 






Ucapan syukur senantiasa disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  Skripsi 
ini berjudul “Potret Kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang Proyek Karya 
Ahmad Tohari Tinjauan Hegemoni Gramsci”. Skripsi ini diajukan kepada 
Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan 
kajian analisis karya sastra.  
Penelitian ini membahas tentang potret dan strategi pelanggengan 
kekuasaan rezim Orde Baru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejarah tentang 
Orde Baru yang telah direkonstruksi berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Hasil 
dari penelitian adalah potret kekuasaan Orde Baru menganut kapitalisme negara 
yang otoriter. Strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru menggunakan  stigma 
komunis dan stabilitas pembangunan untuk menghimpun kepatuhan rakyat. 
Pemaparan penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif dalam memahami 
kesejarahan Indonesia khususnya masa rezim Orde Baru.  
Skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik atas bantuan pihak-pihak terkait. 
Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setingginya kepada pihak-pihak yang telah berjasa sebagai berikut. 
1. Bapak Wahyu Widodo sebagai pembimbing yang dengan tulus ikhlas, 
telaten, dan disiplin dalam memberikan bimbingan dan arahan, 
menunjukkan referensi berkualitas, serta saran dan masukan dalam proses 
hingga penyelesaian skripsi ini.  
2. Bapak Maulfi Syaiful Rizal sebagai penguji yang dengan sabar dan teliti 
dalam menguji, membimbing, mengoreksi kesalahan, dan memberikan 
arahan dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik.  
3. Ibu Putri Kumala Dewi sebagai Ketua Program Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia yang dengan teliti dalam memberikan masukan dan arahan 





4. Ibu Sri Mulyani dan Bapak Slamet Riyadi yang tak hentinya memberikan 
do’a, dukungan moral, dan material dalam setiap langkah menuju 
keberhasilan peneliti.   
5. Sahabat seperjuangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia angkatan 2011 yang selalu memberikan motivasi dan masukan 
guna memperbaiki penelitian ini.  
Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu mendampingi semua pihak 
yang telah berjasa tersebut.  
 









Jufitasari. 2015. Potret Kekuasaan Orde  Baru dalam Novel Orang-orang 
Proyek  Karya Ahmad Tohari Tinjauan Hegemoni Gramsci. Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya Malang. 
Pembimbing: Wahyu Widodo,  M.Hum 
 
Kata Kunci: Kekuasaan, Orde Baru, Hegemoni Gramsci 
 
Orde Baru merupakan pemegang kekuasaan terlama dalam sejarah politik 
Indonesia. Pembungkaman atas peristiwa dan tindakan Orde Baru terhadap buku 
sejarah dan pemberitaan media massa, mendorong sastrawan salah satunya Ahmad 
Tohari untuk mengungkap sisi lain rezim Orde Baru melalui novel. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan potret kekuasaan dan menjelaskan 
strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru dalam novel Orang-orang Proyek 
karya Ahmad Tohari menurut tinjauan hegemoni Gramsci. Data tentang kekuasaan 
dan strategi pelanggengan kekuasaan pada penelitian ini bersumber dari novel 
Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Teknik pengumpulan  data 
menggunakan metode studi pustaka. Pada tahap analisis data digunakan model 
analisis isi. 
Temuan penelitian ini adalah potret kekuasaan Orde Baru di dalam Novel 
Orang-orang Proyek adalah penerapan kapitalisme negara yang bersifat otoriter. 
Pemerintah Orde Baru menggunakan tameng stabilitas keamanan dan 
pembangunan untuk melaksanakan feodalisme, penyeragaman ideologi, 
pelanggaran HAM, dan korupsi. Strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru 
adalah penggunaan stigma komunis sebagai aparatus hegemoni dan Kader GLM 
sebagai aparatur dominasi, pemanfaatan kesetiaan intelektual organik untuk 
melakukan indoktrinasi ideologi penguasa dalam mencapai common sense dan 
konsensus, pengekangan terhadap para idealisme melalui labelisasi bersih 
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New order is the longest authorities in political history of Indonesia. The 
new order suppression of event and action against historical book and mass media 
news, initiate Ahmad Tohari as a writer to open up another sides of the new order 
regime through a novel. Therefore, this research aims to describe a portrait of power 
and explain the new order eternal power strategy in Orang-Orang Proyek novel by 
Ahmad Tohari according to Gramsci hegemony overview. The data about power 
and eternal power strategy in this research were obtained from Orang-Orang 
Proyek novel by Ahmad Tohari. The data collection used literature study method. 
In the data analysis stage, content analysis model was applied. 
The finding about portrait of the New Order power in Orang-Orang Proyek 
novel is authoritative state capitalism practice. The new order government used 
safety and development stability as shield to carry out the feudalism, ideology 
homogenization, human right violation, and corruption. The new order eternal 
power strategy is using communist stigma as hegemony apparatus and GLM cadre 
as domination apparatus, utilize organic intellectual loyalty to indoctrinate 
authorities’ ideology in obtaining common sense and consensus, restrain against 
idealists through clean environment labeling, and conducting authoritative practice 
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1.1 Latar Belakang 
Rezim Orde Baru merupakan pemegang kekuasaan terlama dalam sejarah 
politik Indonesia. Kepemimpinan Rezim Orde Baru yang berada di bawah kendali 
Jenderal Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga kekuatannya 
ditopang oleh kekuatan militer. Kekuasaan ini berlangsung selama 32 tahun pada 
1966 sampai 1998. Kelanggengan kekuasaan tersebut ditempuh melalui dua jalan 
meliputi kekerasan dan penyeragaman ideologi oleh para onderbouw1 (Hadi, 
2012:42). Kedua jalan pelanggengan kekuasaan tersebut dilakukan oleh para militer 
sebagai salah satu pilar andalan Rezim Orde Baru. Oleh karena itu, kepemimpinan 
Orde Baru bersifat otoriter, militeristis, dan represif (Hadi, 2012:44).  
Sikap otoriter, militeristis, dan represif pemerintah ditujukan guna 
melegitimasi kekuasaan rezim baik di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. 
Pada bidang ekonomi, yakni dengan membentuk media massa sebagai penyokong 
perekonomian negara dengan menarik para investor asing untuk membuka  media 
massa  di Indonesia. Dengan demikian,  media massa harus berguna sebagai sarana  
propaganda Rezim Orde Baru. Kontrol media massa dijalankan melalui 
Departemen Penerangan dengan menggunakan  SIT dan SIUPP2 (Hadi, 2012:45). 
                                                 
1 Sayap partai untuk memperpanjang kekuasaan 
2 Surat Izin Terbit (SIT) maupun Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan surat izin 
untuk membentengi media massa yang tidak menjadi sarana perpanjangan Orde Baru. 
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Pada bidang politik, terlihat pada penyederhanaan partai politik menjadi tiga, PDI 
mewakili partai demokrasi, PPP mewakili partai Islam, dan Golkar tetap sebagai 
partai yang otonom, serta menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga per lima 
anggota MPR di bawah pengawasan Soeharto. Oleh karena itu, kekuatan Golkar di 
pemerintahan sangat kuat (Hadi, 2012:41). Sementara pada bidang kebudayaan, 
para kader Golkar mengerahkan massa dengan mengundang bintang film, 
penyanyi, dan berbagai hiburan untuk menghibur rakyat sekaligus melakukan 
propaganda dengan menyelipkan pidato untuk mendukung Golkar termasuk Tim 
Seni “Safari” (Wanandi, 2014:129). Selain itu, kebudayaan dikendalikan melalui 
film dan novel Pengkhianatan G30S/PKI  untuk menanamkan ideologi anti-PKI 
dan komunis. Dramatisasi film menempatkan PKI sebagai pihak yang tidak 
berkemanusiaan dan pantas ditumpas oleh kaum militer (Herlambang, 2013:212). 
Legitimasi kekuasaan pada tiga bidang tersebut telah tertanam dalam 
paradigma masyarakat untuk setia terhadap Soeharto. Penekanan ideologi untuk 
menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan menempatkan hegemoni kekuasaan 
Orde Baru sebagai hal yang wajar dan dapat diterima. Pada masa Orde Baru  sejarah 
telah dimonopoli pemerintah (Krisnadi, 2010:83; Arta, 2012:155). Oleh karena itu, 
bentuk-bentuk pelanggengan kekuasaan Rezim Orde Baru tidak diungkap secara 
gamblang, baik dalam pemberitaan maupun dalam buku pelajaran sejarah di 
sekolah. Berbeda dengan representasi berita dan buku teks sejarah semasa Orde 
Baru yang telah dibungkam dan dijadikan corong propaganda (Hadi, 2012:45), 
novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari muncul sebagai bentuk refleksi 
atas ketimpangan kekuasaan Rezim Orde Baru.  
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Novel tersebut menggunakan latar penceritaan tahun 1990 sampai dengan 
1992 yang memproyeksikan sifat-sifat, strategi, dan teknik kekuasaan yang 
dilakukan “Bapak Pembangunan” melalui Rezim Orde Barunya dalam 
mendapatkan simpati dan kepatuhan rakyat. Simpati rakyat atas keberhasilan Orde 
Baru dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi dambaan 
warga sejak lama (Tohari, 2004:13). Bentuk kepatuhan rakyat terlihat pada sikap 
rakyat yang memaklumi dan mengikuti kebudayaan korupsi  para pejabat terhadap 
material proyek sebagai kebiasaan (Tohari, 2004:7). Bentuk kepatuhan lainnya 
adalah kepatuhan masyarakat mantan tapol terhadap pemerintah Orde Baru melalui 
program anti-PKI (Tohari, 2004:79—80). Kekuasaan tersebut dilaksanakan sayap 
partai dengan penekanan dan pemaksaan kepada orang-orang proyek, mantan 
tahanan politik, dan masyarakat.  
Penjarahan ideologi dilakukan dengan pemberlakuan UU yang 
memarjinalkan masyarakat penentang pemerintah Orde Baru, contohnya pemberian 
label ET (Eks Terlibat) dan OT (Organisasi Terlarang) pada KTP dan program 
penelitian memastikan masyarakat bersih lingkungan3. Jalur propaganda juga 
dilaksanakan melalui kebudayaan dengan mengganti para lakon dan cerita wayang 
serta pupuh pada lengger  dengan menyuarakan pro-Golkar (Tohari, 2004:81—82). 
Novel ini memaparkan kebobrokan sistem kekuasaan pada Rezim Orde Baru yang 
menggunakan dalih stabilitas ekonomi pembangunan dan tameng loyalitas untuk 
                                                 
3 “Kalau ada orang yang salah satu saja di antara sanak-saudaranya yang diduga atau dituduh dekat 
dengan PKI atau organisasi-organisasi kiri, maka Ia akan mendapat berbagai kesulitan.” Bersih 
dari  tragedi komunis (Kusni, 2010) 
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mengikat kesetiaan rakyat. Bentuk dan strategi kekuasaan Orde Baru inilah yang 
akan menjadi fokus penelitian.  
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan dikaji menggunakan 
teori Hegemoni Gramsci. Bahwa sebuah kelompok akan melakukan dua cara untuk 
memperoleh supremasi atas kelompok lainnya, yaitu melalui dominasi (koersi) dan 
hegemoni (kepemimpinan intelektual dan moral) (Gramsci, 1999:193; Faruk, 
2010:141).  Kedua cara tersebut dilaksanakan oleh masyarakat politik4 dan 
masyarakat sipil5 untuk menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam sebuah 
negara (Sugiono, 2006:35). Negara melegitimasi kekuasaannya dengan 
menginternalisasi ideologi, kultur, nilai-nilai, norma, dan politik penguasa kepada 
subordinat sehingga terjadi penerimaan dan persetujuan atas subordinasi penguasa, 
sedangkan dominasi hanya digunakan untuk menjustifikasi dan menjaga 
dominannya (Sugiono, 2006:37).  
Berikut penelitian sebelumnya yang telah menerapkan teori hegemoni 
Gramsci berjudul “Kepemimpinan Hegemonik Kasta Brahmana Terhadap Kasta 
Sudra dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini” sebuah Tesis oleh Zainal 
Arifin (2014) bahwa kepemimpinan hegemonik kasta Brahmana ke kasta Sudra 
dapat ditemukan pada novel berjudul "Humanitarian Bumi" oleh Oka Rusmini. 
Bukti pertama adalah konsensus yang digunakan untuk mengendalikan bentrokan 
kelas pada kehidupan sosial Bali. Kedua adalah kelas hegemonik yang dikendalikan 
tersebut konsensus melalui mitos. Ketiga adalah sipil yang "terkooptasi" melalui 
                                                 
4 Semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan “perintah” antara lain 
tentara, polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintah (Sugiono, 2006: 35). 
5 Aparatus transmisi  (swasta) meliputi universitas, sekolah, media massa, gereja, dan lain 
sebagainya (Sugiono, 2006: 34). 
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tarian Sekehe. Keempat adalah intelektual-intelektual organik dan tradisional yang 
didelegasikan. Kelima adalah krisis hegemoni terjadi pada revolusi pasif pada ritual 
"Patiwangi" sakral dilakukan oleh seorang aktor dalam novel.  
Persamaan mendasar dengan penelitian tersebut adalah penggunaan teori 
hegemoni Gramsci dalam mengkaji novel. Adapun perbedaannya meliputi sumber 
data yang digunakan adalah dua novel yang berbeda judul, pembahasan, dan 
pengarangnya, serta perbedaan objek penelitian. Pada penelitian tersebut 
menggunakan Novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan  meneliti kekuasaan 
kaum Brahmana kepada kaum Sudra, sedangkan pada penelitian ini mengkaji 
kekuasaan Orde Baru terhadap rakyatnya melalui jalan dominasi dan hegemoni 
dalam novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. 
Penelitian kedua dengan sumber data yang sama yaitu “Korupsi dalam 
Novel Orang-orang Proyek Karya Ahmad Tohari: Kajian Sosiologi Sastra”. 
Penelitian ini dilakukan oleh Widowati dan dimuat dalam Jurnal Humanika 2006, 
XIX (3). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru 
berusaha mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Pemertahanan 
kekuasaan dilakukan dengan menekankan pembangunan secara fisik. 
Pembangunan tersebut dimanfaatkan sebagai jalan untuk melakukan korupsi di 
berbagai sektor. Selain permasalahan korupsi, di dalam novel tersebut juga 
dijelaskan solusi untuk mencegah korupsi menggunakan etika Jawa. 
Etika tersebut meliputi sikap dan tindakan dengan menerapkan kejujuran, 
kesederhanaan, serta kepercayaan kepada Tuhan.  Persamaan mendasar  dengan 
penelitian ini adalah sumber data penelitian dan mengungkap permasalahan Orde 
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Baru. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut 
mengungkapkan tentang bentuk-bentuk korupsi dan solusinya menggunakan etika 
Jawa, sedangkan penelitian ini memaparkan bentuk kekuasaan Orde Baru yang 
hegemonik menggunakan teori hegemoni Gramsci. Penelitian ini lebih difokuskan 
pada kekuasaan Orde Baru yang hegemonik. Pemerintahan yang berhasil 
melanggengkan kekuasaan melalui dominasi dan hegemoni sehingga masyarakat 
menganggapnya sebagai kebudayaan. Secara signifikan penelitian ini mengangkat 
masalah potret kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang Proyek karya 
Ahmad Tohari menggunakan tinjauan teori hegemoni Gramsci.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian tersebut, rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana potret kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang 
Proyek karya Ahmad Tohari? 
2. Bagaimana strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru dalam Novel 
Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari menurut tinjauan 
hegemoni Gramsci? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan potret kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-
orang Proyek Karya Ahmad Tohari. 
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2. Menjelaskan strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru dalam Novel 
Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari menurut tinjauan hegemoni 
Gramsci.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan menjadi pembanding bagi peneliti lain dalam 
menganalisis novel khususnya yang bertemakan Orde Baru dan 
kelanggengan kekuasaannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
pratinjau bagi peneliti lain dalam menganalisis novel terkait dengan kekhasan 
tema Ahmad Tohari dalam mengungkap sejarah rezim Orde Baru dan 
peristiwa G30S/PKI. Baik dari potret kekuasaannya mau pun strategi 
pelanggengan kekuasaannya.  
2. Bagi Pendidik 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pratinjau bagi pendidik dalam 
mempertimbangkan novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari sebagai 
materi ajar dalam pembelajaran. Novel ini dapat dimanfaatkan sebagai 
alternatif sumber pembelajaran sejarah tentang kekuasaan Orde Baru. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami hasil penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab 
akan dipaparkan sebagai berikut. 
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BAB I Pendahuluan dimulai dengan pemaparan realitas kekuasaan Orde Baru di 
bidang ekonomi, politik, dan budaya. Hegemoni Orde Baru dalam melegitimasi 
kekuasaan telah melekat dalam ideologi masyarakat. Ideologi tersebut telah 
diterima secara wajar oleh masyarakat bahkan diinternalisasi dalam cara berpikir. 
Dominasi yang berkepanjangan menaklukan masyarakat untuk tunduk patuh 
terhadap kekuasaan Orde Baru. Kekuasaan Orde Baru tersebut dikaji menggunakan 
teori hegemoni Gramsci. Bentuk-bentuk kekuasaan tersebut merujuk pada rumusan 
masalah. 
BAB II Kajian Pustaka terdiri atas deskripsi tentang teori State-led Development 
atau kapitalisme negara, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Rezim Orde 
Baru, teori pertumbuhan Rostow, dan tinjauan teori hegemoni Gramsci yang 
dilaksanakan masyarakat politik dan masyarakat sipil yang terwujud dalam 
intelektual organik dan tradisional.  
BAB III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan berisi pembahasan dari analisis novel. Pada subbab 
pertama menjelaskan potret kekuasaan Orde Baru pada penerapan kapitalisme 
negara dalam Novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Subbab 
selanjutnya membahas tentang strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru ditinjau 
dari teori Hegemoni Gramsci, serta munculnya bibit krisis hegemoni. 
BAB V Penutup berisi simpulan dan saran. 
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BAB II     
KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1 Kerangka Teori 
2.1.1 Teori Pertumbuhan Rostow 
Teori pertumbuhan Rostow pada mulanya merupakan artikel yang dimuat 
dalam Economics Journal (edisi Maret 1956). Walt Whitman Rostow kemudian 
membukukan ide tersebut dengan judul The Stages of Economic Growth: A Non-
Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960. Teori ini dimunculkan 
sebagai ‘sebuah manifesto antikomunis’. Pada teori tersebut Rostow membuat 
perbedaan antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Pembeda antara 
kedua sektor tersebut digunakan istilah  ‘less developed’ untuk menyebut kondisi 
suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional dan istilah ’more 
developed’ untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap 
industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.  
Dalam hal peningkatan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada 
keseluruhan proses perkembangan masyarakat dari satu tahap ke tahap yang lain. 
Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel 
kritis atau strategi agar dapat mengangkat kondisi-kondisi dalam transisi menuju 
tahapan berkualitas. Tahapan berkualitas dalam teori pertumbuhan Rostow dapat 
diraih melalui lima tahapan meliputi dari masyarakat tradisional menuju 
masyarakat praindustri, selanjutnya tahapan tinggal landas (take off) ke masyarakat 
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industri, dan yang terakhir masyarakat high mass consumption atau masyarakat 
serba berkecukupan (Fakih, 2010:26). 
Pembangunan diartikan sebagai modernisasi yakni pergerakan dari 
masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke arah ekonomi yang berfokus pada 
rasional, industri, dan jasa. Sistem kapitalisme negara “developmentalisme” pada 
dasarnya berlandaskan teori ekonomi “Keynesian”. Teori ini menjadi model 
dominan setelah dikembangkan oleh WW Rostow menjadi model pembangunan 
ekonomi dominan pascakolonialisme. Konsep pembangunan tidak lebih dari 
refleksi paradigma Barat tentang perubahan sosial, yakni langkah-langkah menuju 
higher modernity. Modernitas diterjemahkan dalam bentuk teknologi dan 
pertumbuhan ekonomi mengikuti jejak negara-negara industri yang mengacu pada 
Revolusi Industri. Menurut teori Rostow guna menstimulasi pembangunan 
diperlukan adanya peminjaman dana dan perdagangan luar negeri (Fakih, 2010:30).  
Teori ini digunakan untuk menganalisis penerapan tahapan pembangunan 
(developmentalisme) yang diadopsi rezim Orde Baru menjadi REPELITA. 
Pembangunan dilakukan untuk mengubah Indonesia dari negara tradisional menuju 
negara industri. Pada novel digambarkan melalui proyek pembangunan jembatan 
Sungai Cibawor. Proyek ini merupakan agenda pembangunan rezim Orde Baru di 
bidang infrastruktur. Proyek pembangunan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan 
dana yang berhutang kepada luar negeri. Sesuai dengan teori yang disampaikan di 
atas bahwa guna menstimulasi pembangunan dibutuhkan hutang dan perdagangan 
luar negeri. 
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2.1.2 Kapitalisme Negara (State-led Development) 
State-led Development atau kapitalisme negara merupakan paham 
pembangunan yang diterapkan di Indonesia pada Rezim Orde Baru. Di era 
pembangunan ini, negara bekas jajahan tidak dijajah secara langsung seperti pada 
era kolonialisme, melainkan melalui penanaman ideologi. Ideologi tersebut adalah 
pemikiran bahwa negara penjajah atau negara dunia pertama merupakan negara 
maju dan negara kaya, sedangkan negara bekas jajahan atau disebut negara dunia 
ketiga adalah negara yang terbelakang (underdevelopment), negara miskin, dan 
negara yang membutuhkan kemajuan. Hal ini, seperti yang dinyatakan Fakih 
(2010:25) bahwa “dengan kata lain, pada fase kedua ini kolonialisasi tidak terjadi 
secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan 
ideologi serta discourse melalui reproduksi pengetahuan”.  
Kemajuan diarahkan pada meningkat atau tingginya pendapatan rakyat 
yang dihitung menggunakan parameter ekonomi. Kemajuan tersebut dianggap 
sebagai tahap modernisasi masyarakat tradisional menuju masyarakat industri 
melalui pembangunan (developmentalisme). Kemajuan tersebut hanya bisa diraih 
dengan adanya teknologi dan bantuan dari negara dunia pertama. Bantuan dana 
dengan jalan berhutang didapatkan melalui Bank Dunia (World Bank) dan IMF 
(International Monetery Fund) yang didirikan kelompok negara dunia pertama.  
Pada bidang teknologi tentunya didapatkan melalui perdagangan 
internasional yang merupakan pusat pemasaran teknologi buatan negara dunia 
pertama untuk didistribusikan kepada negara dunia ketiga sehingga negara bekas 
jajahan menjadi konsumtif terhadap teknologi. Pada kegiatan produksi dan 
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konsumsi internasional inilah yang nantinya disebut sebagai kapitalisme global. 
Kapitalisme global berakibat pada dispendensia atau ketergantungan negara dunia 
ketiga terhadap negara dunia pertama.  
 “Development yang oleh rezim Orde Baru diartikan sebagai 
‘pembangunan’ selanjutnya lebih diartikan sebagai peningkatan standar hidup dan 
diyakini bahwa untuk mencapainya ditempuh melalui industrialisasi” (Fakih, 
2010:29). Oleh karena itu, guna mencapai peningkatan tersebut pemerintah 
ditempatkan sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, posisi pemerintah 
dalam perspektif ini menjadi subjek dalam melakukan transformasi serta berperan 
dominan dalam usaha pembangunan, sedangkan masyarakat hanya sebagai objek 
dalam menerima dan menjadi partisipan kebijakan pemerintah. Namun, sangat 
disayangkan posisi pemerintah yang dominan dan cenderung bersifat otoriter 
menjadikan pelanggaran HAM sering terjadi. Posisi dominan ini didapatkan karena 
struktur pembangunanisme dan modernisasi yang tengah dianut rezim Orde Baru. 
Negara yang seharusnya berperan memenuhi, melindungi, dan mencegah 
pelanggaran HAM rakyatnya, bertindak  otoritarianisme dengan mengatasnamakan 
pembangunan.   
Penerapan teori kapitalisme negara ini digunakan untuk menganalisis 
bentuk kekuasaan Orde Baru yang otoriter. Sikap otoriter sebagai akibat struktur 
paham pembangunan yang dianut Orde Baru. Perilaku pejabat dalam 
membudayakan korupsi dan pelanggaran HAM oleh para kader partai dan para 
intelektual karena posisi mereka sebagai subjek pembangunan, sedangkan 
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masyarakat hanya sebagai partisipan dan objek. Semua penyimpangan terjadi 
dengan mengatasnamakan pembangunan.  
 
2.1.3 Hegemoni Antonio Gramsci 
Teori hegemoni Gramsci lahir dari catatan-catatannya semasa di penjara dan 
dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul Prison Notebooks, merupakan teori 
politik paling penting pada abad XX (Sugiono, 2006:31). Teori hegemoni bukanlah 
teori asing dalam lingkup Marxis. Teori ini pernah diungkapkan oleh Machiavelli 
tentang pentingnya ide dalam mempertahankan kekuasaan dan tidak terbatas pada 
penggunaan koersi dalam dominasi. Pada sebuah kepemimpinan atau pemerintahan 
sangat dibutuhkan sebuah ide karena tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam 
kontrol sosial politik. Sebuah kelompok akan melakukan dua cara untuk 
memperoleh supremasi atas kelompok lainnya melalui dominasi dan 
kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, 1999:193; Faruk, 2010:141). 
Kepemimpinan intelektual dan moral inilah yang disebut Gramsci sebagai 
hegemoni.  Kepemimpinan intelektual dan moral dilakukan agar subordinat 
menerima subordinasi penguasa sehingga terjadi kepatuhan dan konsensus6 dari 
yang dikuasai. Penguasa berusaha menginternalisasikan ideologi mereka terhadap 
subordinat menggunakan doktrinasi atau penyeragaman ideologi, sedangkan 
dominasi dilakukan oleh birokrasi pemerintah menggunakan kekerasan dan 
pemaksaan dalam memperoleh kekuasaan (Sugiono, 2006:31).  
                                                 
6 kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb) yg dicapai 
melalui kebulatan suara (KBBI Offline 1.5) 
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Pada kepemimpinan kultural, Gramsci merujuk kembali pada pentingnya 
konsep “suprastruktur” Marxian. Berbeda dari pandangan Marxian tentang 
“suprastruktur” yang hanya dipandang sebagai epifenomena semata, Gramsci 
menempatkan “suprastruktur” sebagai subjek yang sangat penting. Gramsci 
membedakan “suprastruktur” menjadi dua level, yaitu “masyarakat sipil” dan 
“masyarakat politik” atau “negara” (Gramsci, 1999:12). “Ringkasnya, bagi 
Gramsci, kedua level suprastruktur ini merepresentasikan dua ranah yang berbeda, 
meliputi ranah persetujuan dalam hal masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam 
hal masyarakat politik. Kedua level suprastruktur tersebut, dalam pandangan 
Gramsci, menjalankan fungsi kontrol sosial politik ... ”(Sugiono, 2006:35).   
 
2.1.2.1 Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil 
Pentingnya masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam memperluas 
pengaruh hegemonik untuk mengontrol sosial politik. Gramsci (dalam Sugiono, 
2006:35) menjelaskan “kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi 
‘hegemoni’ di mana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan di 
sisi lain berkaitan dengan ‘dominasi langsung’ atau perintah yang dilaksanakan di 
seluruh negara dan pemerintahan ‘yuridis’”. Penguasa menggunakan dan 
mengendalikan masyarakat sipil dalam menangani keseluruhan masyarakat melalui 
kepemimpinan moral dan intelektual agar terjadi penerimaan subordinat tanpa 
adanya resistensi. Konsep Gramsci tentang “‘masyarakat sipil’ mencakup seluruh 
aparatus transmisi yang lazim disebut swasta seperti universitas, sekolah, media 
massa, gereja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok 
penguasa dalam mengontrol massa dan melestarikan kontrol sosial politiknya 
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terhadap kelompok lain bergantung pada pengontrolan aparatus tersebut (Sugiono, 
2006:34—35). Masyarakat sipil inilah yang meluaskan kekuasaan penguasa 
melalui doktrin ideologi dan disebut sebagai pelaku hegemoni.  
Pada level kedua yang disebut Gramsci sebagai ‘masyarakat politik’ 
adalah institusi publik yang memegang kekuasaan dan melaksanakan ‘perintah’. 
Kategori tersebut mengacu pada institusi negara misalnya tentara, polisi, 
pengadilan, birokrasi, dan pemerintah. Aparatus negara tersebut mendapat perintah 
langsung secara yuridis. Masyarakat politik mengontrol massa melalui ‘dominasi 
langsung’ melalui UU dan kekuatan fisik. Oleh karena itu, masyarakat politik 
meluaskan dan melestarikan kekuasaan pemimpinnya secara koersi terhadap 
masyarakat sehingga bisa disebut bahwa masyarakat politik menginternalisasi 
perintah pemimpinnya menggunakan jalan dominasi.  
Kedua suprastruktur tersebut sangat penting dalam membentuk sebuah 
‘negara integral’ dalam konsepsi Gramsci. Menurut Gramsci (dalam Sugiono, 
2006:36; Faruk, 2014:153) “Negara integral merupakan kombinasi kompleks antara 
‘kediktatoran dan hegemoni’ atau ‘seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis 
di mana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi 
berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai’”. 
Perbandingan antara masyarakat politik dan masyarakat sipil dapat dipahami 






    
 
Tabel 2.1 Perbandingan Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik 
Negara (Masyarakat Politik) Masyarakat Sipil 
1. Kediktatoran 
2. Aparat Pemaksaan (polisi, 
administrasi, birokrasi, 
pengadilan, dan lain-lain) 
3. Pemerintahan (= negara 
dalam arti sempit) 
4. Negara sebagai aparat 
kekuasaan 
5. Dominasi  
1. Hegemoni 




3. Negara dalam arti integral 
 
4. Negara sebagai organiser persetujuan 
5. Kepemimpinan  
Berdasarkan tabel 2.1 tentang perbandingan tersebut bahwa negara atau 
masyarakat politik menggunakan kediktatoran dalam menyebarkan kekuasaan. 
Aparat yang menjalankan dominasi (kekerasan, ancaman, dan tekanan) adalah 
pihak-pihak birokrat negara yakni polisi, administrasi negara, birokrasi pemerintah, 
pengadilan, dan sebagainya yang menjadi aparatur negara. Pada masyarakat politik, 
negara dipahami dalam arti sempit, yakni dilihat dari hubungan hierarki kekuasaan 
dan struktural yang terkait secara yuridis. Negara berperan sebagai aparat 
kekuasaan yang membuat dan menentukan kebijakan untuk rakyatnya.  
Berbeda halnya dengan masyarakat sipil yang menyebarkan kekuasaan 
melalui hegemoni atau persuasi. Aparatus hegemoni berada pada ranah 
kebudayaan, politik, dan ekonomi yang secara halus disebarkan. Negara diartikan 
sebagai negara integral karenak tidak adanya perlakuan secara yuridis dari 
penguasa. Dalam hal mendapatkan kesepakatan, negara diposisikan sebagai 
organiser persetujuan bukan penentu. Kekuasaan pada masyarakat sipil disebarkan 
melalui kepemimpinan bukan dominasi atau pemaksaan sehingga terciptanya 
stabilitas menandai inkorporsi subordinat ke dalam sistem, yaitu ideologi, moral, 
dan kultur penguasa (Sugiono, 2006:34).  
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Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa penguasaan 
terhadap masyarakat politik dan masyarakat sipil sama dengan menguasai negara 
secara integral sehingga terciptanya stabilitas kekuasaan. Penguasaan melalui 
dominasi hanya dibutuhkan di saat kekuatan hegemoni tidak mampu 
menginternalisasikan ideologi, moral, dan kultur penguasa terhadap yang dikuasai. 
Jika telah terjadi konsensus antara penguasa dan yang dikuasai, maka dominasi 
tidak lagi dibutuhkan.  
 
2.1.2.2 Kaum Intelektual 
Hegemoni bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan melalui upaya 
politis, kultural, dan intelektual untuk menciptakan pandangan bersama bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, kelompok penguasa harus “menguniversalkan” 
pandangan dan kepentingannya dan harus dipastikan menjadi pandangan dan 
kepentingan subordinat (Gramsci, 1999:181).  Hal ini berarti penerapan Hegemoni 
membutuhkan keterlibatan konstelasi kekuatan sosial politik yang luas yang disebut 
blok historis. Pembentukan blok historis dan “memproduksi hegemoni” merupakan 
tugas intelektual organik guna “menguniversalisasi pandangan dunia kelompok 
penguasa dalam rangka mengorganisasikan persetujuan atau partisipasi sukarela 
massa atau kelompok subordinat maupun mengawetkan legitimasi kekuasaan 
kelompok penguasa” (Sugiono, 2006:43).  
Intelektual organik adalah intelektual yang terkait dengan struktur 
produktif dan politik masyarakat. “Ini berarti intelektual-intelektual organik yang 
berbeda akan muncul dari level pertumbuhan ekonomi (mode produksi) yang 
berbeda pula untuk mewakili strata kelasnya. Intelektual organik tampil sebagai 
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fungsionaris atau deputi kelompok penguasa, yaitu aktivitas intelektualnya 
digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan filsafat atau pandangan dunia 
kelompok penguasa kepada masyarakat guna memelihara “hegemoni sosial dan 
pemerintahan politik” (Gramsci, 1999:12). Dengan demikian, intelektual organik 
dapat muncul dari kelas mana pun, baik penguasa maupun yang dikuasai. Hal ini 
yang dijelaskan Patria dan Arief (2003:161) bahwa “intelektual organik merupakan 
intelektual yang berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka, bisa juga berasal 
dari kelas buruh dan berpihak pada perjuangan buruh itu”. Kebalikan dari 
intelektual organik yang aktivitas intelektualnya diarahkan ke fungsionaris atau 
deputi7 kelompok penguasa, intelektual tradisional merupakan semua orang yang 
melakukan aktivitas intelektual saja tanpa berfungsi sebagai wakil atau deputi 
(Sugiono, 2006:44).  
 
2.2 Penelitian Terkait 
Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, baik 
dari segi objek, topik, maupun teori akan digunakan sebagai referensi dan acuan 
guna mendapatkan pandangan objektif dalam interpretasi data. Penelitian yang 
terkait dari segi objek, yaitu 1) penelitian yang dilakukan Widowati, mahasiswa S2 
UGM, yang berjudul “Korupsi dalam Novel Orang-orang Proyek Karya Ahmad 
Tohari: Kajian Sosiologi Sastra”. Artikel penelitian ini dimuat dalam Jurnal 
Humanika 2006, XIX. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk korupsi 
                                                 
7 de·pu·ti /députi/ n 1 orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan 
untuk bertindak; 2 orang kedua dalam organisasi yang mengambil alih pimpinan jika atasannya 
tidak di tempat. (KBBI offline 1.5) 
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di masa Orde Baru dan solusinya dalam upaya pencegahan korupsi menggunakan 
etika Jawa dalam novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari; 2) penelitian 
kedua berupa skripsi oleh Andrey Pranata (2009) berjudul Novel Orang-orang 
Proyek Karya Ahmad Tohari: Analisis Sosiologi Sastra. Hasil dari pembahasan 
penelitian ini adalah unsur intrinsik novel dan nilai-nilai (nilai budaya, nilai politik, 
dan nilai percintaan) yang terdapat di dalam novel. Hampir keseluruhan dari hasil 
dan pembahasan murni interpretasi tanpa didukung data sekunder realita sejarah 
yang menjadi latar penceritaan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah 
pada objek kajian tentang bentuk kekuasaan dan strategi Orde Baru dalam 
melanggengkan kekuasaannya serta penggunaan hegemoni Gramsci dalam kajian.  
Penelitian berikut adalah penelitian yang terkait dari segi teori, yaitu  
Analisis Hegemoni Pada Iblis Tidak Pernah Mati Karya Seno Gumira Ajidarma 
oleh Nurhadi, Artikel no 25 dimuat dalam Jurnal Litera FBS UNY edisi Juli 2004. 
Penelitian tersebut menyatakan bahwa Iblis Tidak Pernah Mati merupakan otokritik 
dalam wacana dominan, yakni wacana kapitalistik. Kritik atas kejelekan dan sisi 
negatif yang diungkapkan dalam antologi ini merupakan bentuk pertentangan 
ideologis atau variasi ideologis yang terjadi di dalam kelompok yang sama. Iblis 
Tidak Pernah Mati bukan suatu resistensi atau counter-hegemoni atas ideologi 
kapitalisme, melainkan lebih menginginkan kapitalisme yang cenderung sosialis, 
demokratis, dan humanis. Kapitalisme yang diperjuangkan yaitu kapitalisme yang 
tidak otoriter dan tidak militeristik sehingga sikap rasialis (dan juga vandalistik dan 
anarkis) tidak terjadi.  
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Penelitian kedua berjudul Aplikasi Teori Antonio Gramsci dalam Kajian 
Sosiologi Sastra Terhadap Novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer oleh 
Suhariyadi. Penelitian ini dimuat dalam  jurnal Prospektus, Tahun VII Nomor 2, 
Oktober 2009. Penelitian ini memaparkan pandangan dan ideologi penciptaan yang 
disamarkan oleh Pramudya Ananta Toer melalaui jalinan cerita dalam novel, 
menunjukkan bahwa pengarang beraliran realisme sosial (Marxian). Penelitian 
ketiga berjudul  Tragedi 1965 dalam Karya-Karya Umar Kayam: Perspektif 
Antonio Gramsci oleh Yoseph Yapi Taum, dimuat dalam Jurnal Ilmiah 
Kebudayaan SINTESIS, Volume 8 Nomor 1, Maret 2014, hal. 11—22. Pembahasan 
penelitian tersebut adalah hegemoni Orde Baru melalui tragedi 1965 dan relasinya 
dengan karya sastra.  
Pada hasil penelitian ditemukan adanya tiga jenis hegemoni pada tiga karya 
sastra karya Umar Kayam dan perubahan sikapnya yang tergambar dalam novel. 
Hasilnya adalah pertama, pada novel yang berjudul Musim gugur kembali di 
Connecticut (1969) dan Bawuk (1970) di Orde Baru pada periode 1965—1970 saat 
hegemoni minimum, sikap pengarang adalah melakukan perlawanan humanistik. 
Kedua  pada novel Sri Sumarah (1975) terjadi hegemoni total oleh Orde Baru, maka 
sikap pengarang adalah tanpa perlawanan periode 1971—1980. Ketiga, Para 
Priyayi (1981) telah terjadi hegemoni merosot sehingga sikap pengarang kompromi 
dengan kekuasaan periode 1981—1998. Perbedaannya adalah jika dari tiga 
penelitian sebelumnya yang terkait persamaan teori, mengkaji hegemoni Orde Baru 
memengaruhi isi dari karya sastra sehingga memicu sikap pengarang, baik melawan 
maupun menerima bahkan mendukung, maka dalam penelitian ini mengkaji isi dari 
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novel yang memaparkan hegemoni dan dominasi Orde Baru dalam melanggengkan 
kekuasaan, tanpa disertai kajian sikap dari pengarang.  
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3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang potret 
dan strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru dalam novel Orang-orang Proyek 
karya Ahmad Tohari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
dengan merujuk pada pendapat Syaodih Nana (dalam Ufie, 2013:39) bahwa 
penelitian deskriptif kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, 
baik secara individu maupun kelompok. Pada penelitian ini, peneliti diposisikan 
sebagai intrumen penelitian, penjelasan dan pemaparan dari analisis 
mengungkapkan tentang potret kekuasaan Orde Baru melalui teori pertumbuhan 
Rostow dan kapitalisme negara, sedangkan strateginya dijelaskan berdasarkan teori 
Hegemoni Gramsci.  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran sejarah 
tentang Orde Baru dan mengajarkan nilai sosial pada pembaca yang menjadi 
simpulan dan makna dari pembahasan. Berdasarkan pemapaan tersebut sesuai 
dengan pendapat  Bogdan dan Biklen (dalam Ufie, 2013: 40) bahwa karakteristik 
penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, 
penjelasan data lebih cenderung menggunakan kata, hasil penelitian lebih kepada 
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proses daripada hasil, penyimpulan data dilakukan dengan analisis induktif, dan 
lebih cenderung pada pengungkapan makna.  
 
3.2 Data dan Sumber Data 
Objek formal atau data primernya adalah teks-teks di dalam novel yang 
merefleksikan potret kekuasaan Orde Baru  dan strategi pelanggengan kekuasaan 
melalui jalan dominasi dan hegemoni dengan memanfaatkan masyarakat politik , 
masyarakat sipil, intelektual organik, dan intervensi kepada intelektual tradisional. 
Objek material atau sumber data dari penelitian ini adalah novel Orang-orang 
Proyek karya Ahmad Tohari, sedangkan data sekunder atau data pendukung berupa 
data-data tentang Golkar, Soeharto, dan Rezim Orde Baru dari buku maupun artikel 
guna mendukung analisis data. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi 
pustaka. Data primer dan sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan data-data 
tertulis berupa novel dan buku-buku tentang rezim Orde Baru, Golkar, dan 
Soeharto.  Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
dilakukan dengan cara berikut. Pertama,  melakukan studi pustaka untuk 
mendapatkan data sekunder guna mendukung analisis data, berupa hasil penelitian 
dan buku-buku yang membahas tentang Golkar, Soeharto, dan rezim Orde Baru. 
Kedua, membaca keseluruhan teks novel Orang-orang Proyek secara intensif untuk 
menemukan data berupa bentuk dominasi dan hegemoni Orde Baru di bidang 
ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga, menandai data untuk diklasifikasi ke dalam 
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bentuk kalimat (narasi, deskripsi, atau percakapan); 4) mengklasifikasi dan 
kodifikasi data (merujuk ke Lampiran 2) pada tiap bagian ke dalam bentuk dominasi 
ekonomi (DE), dominasi politik (DP), dan dominasi budaya (DB), sedangkan pada 
hegemoni akan dibedakan menjadi hegemoni politik (HP), hegemoni ekonomi 
(HE), dan hegemoni budaya (HB), serta hegemoni tandingan (HT) yang dilakukan 
intelektual tradisional dalam usaha melakukan perlawanan terhadap kekuasaan 
Orde Baru; 5) membuat bagan elemen hegemoni Gramsci yang berkaitan dengan 
isi novel (merujuk Lampiran 3). 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan model analisis isi. Menurut Endraswara 
(2011:161) analisis isi adalah strategi untuk menangkap makna karya sastra. Makna 
tersebut diharapkan memiliki makna bagi hidup manusia dengan mengungkap 
aspek-aspek moral dan atau budi pekerti yang termuat dalam karya sastra. Pada 
penelitian ini aspek-aspek moral disimpulkan dari sikap potret kekuasaan dan 
strategi pelanggengan Orde Baru secara implisit. Langkah-langkah analisis data 
dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginterpretasi data yang telah 
dikodifikasi. Data tersebut dianalisis dengan menjelaskan bentuk kekuasaan 
berdasarkan teori kapitalisme negara dan teori pertumbuhan Rostow, sedangkan 
strategi pelanggengan kekuasaan diinterpretasi menggunakan teori hegemoni 
Gramsci melalui interpretasi. Data yang telah dianalisis dikuatkan dengan data 
pendukung berupa fakta sejarah atau hasil penelitian. Pada tahap akhir adalah 
penyimpulan hasil analisis pada setiap subbab pembahasan. Pada tahap penulisan 
saran akan disampaikan makna berupa aspek moral yang diperoleh dari hasil 
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analisis tentang potret kekuasaan dan strategi pelanggengan kekuasaan guna 








4. 1 Potret Kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang Proyek karya 
Ahmad Tohari 
Pada Rezim Orde Baru pembangunanisme diartikan sebagai peningkatan 
standar hidup. Peningkatan standar hidup dalam teori pertumbuhan Rostow dapat 
diraih melalui lima tahapan meliputi masyarakat tradisional menuju masyarakat 
praindustri, selanjutnya tahapan tinggal landas (take off) ke masyarakat industri, 
dan yang terakhir masyarakat high mass consumption atau masyarakat serba 
berkecukupan (Fakih, 2010:26). Tahapan-tahapan dalam teori pertumbuhan 
Rostow tersebut, diadopsi oleh Rezim Orde Baru melalui REPELITA (Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan). Salah satu pembangunan tersebut adalah 
pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik yang dilakukan secara besar-
besaran dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) dan 
IMF (International Monetery Fund).  
Novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari menceritakan tentang 
salah satu pembangunan infrastruktur berupa jembatan sungai Cibawor di masa 
rezim Orde Baru. Pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana pinjaman 
luar negeri yang nantinya menjadi tanggungan masyarakat kecil, tetapi pada proses 
pembangunan tersebut penuh dengan konflik berupa korupsi, sikap otoriter 
pemerintah dan para kader, serta pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan 
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stabilitas pembangunan. Berikut kutipan yang menggambarkan bahwa 
pembangunan infrastruktur jembatan merupakan hasil dari peminjaman dana. 
(1) Proyek ini, yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri 
dan akan menjadi beban masyarakat, mereka anggap sebagai 
milik pribadi. (N/DE/1/23)  
 
Menurut teori Rostow guna menstimulasi pembangunan diperlukan adanya 
peminjaman dana atau hutang kepada pihak luar. Hal ini digunakan untuk 
mengarahkan negara tertinggal dan terbelakang menuju higher modernity 
(modernitas tinggi atau kehidupan modern, berbentuk kemajuan teknologi dan 
pertumbuhan ekonomi) dengan mengikuti jejak negara-negara industri yang 
mengacu pada Revolusi Industri. Namun, di balik jalan menuju modernitas dan 
global dengan berhutang kepada pihak luar negeri dalam melaksanakan 
pembangunan, membuat negara Indonesia semakin bergantung (dispendensia) 
terhadap negara dunia utara atau negara Industri.  
Guna menutupi anggapan negatif terhadap proyek yang digarap oleh 
pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri digunakan cara pemberdayaan 
masyarakat setempat sebagai buruh bangunan. Dengan demikian, anggapan 
masyarakat adalah terbukanya proyek dimaknai dengan perolehan pekerjaan 
meskipun hanya sementara seperti pada kutipan berikut.  
(2) Wati, yang dosodorkan oleh seorang tokoh setempat bekerja 
sebagai penulis kantor proyek itu. Sama seperti jagoan 
kampung dan pensiunan tentara yang direkrut jadi satpam, 
juga tukang batu dan kuli-kuli lokal, Wati diterima dalam 
rangka pemberdayaan tenaga setempat untuk menekan 
dampak sosial negatif proyek. (N/HP/30/21) 
 
Namun, justru dalam kegiatan ini, tampak kapitalisme negara atau state-led 
development. Negara atau pemerintah sebagai subjek penentu kebijakan dan 
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kontraktor sebagai pelaksana proyek yang mendapat keuntungan dengan adanya 
proyek, sedangkan penduduk setempat hanya menjadi buruh (objek dan partisipan 
kebijakan) yang hanya sementara sampai proyek pembangunan selesai.  
(3) Ah, komunitas pekerja kasar di proyek. Mungkin mereka 
merasa beruntung karena sementara ada proyek mereka punya 
pengahsilan. Bila proyek selesai mereka bubar, pergi ke sana 
kemari untuk mendapat pekerjaan baru, para mandor lebih 
beruntung. Biasanya mereka sudah punya hubungan baik 
dengan pelaksana proyek, sehingga mereka akan dihubungi 
bila ada proyek baru. (N/HP/31/147—148) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, rakyat kecil bergembira untuk sementara 
karena mendapat pekerjaan dan berpenghasilan. Namun, belum jelas untuk 
selanjutnya setelah proyek selesai. Tanpa disadari, pekerjaan dari pembangunan 
proyek hanyalah kebahagiaan sesaat bagi kuli dan tukang karena pekerjaan mereka 
bergantung padda waktu penyelesaian proyek. Berbeda halnya dengan kedudukan 
mandor dan atasannya, mereka tetap mendapat keuntungan dan akan bisa bekerja 
sama untuk mendapatkan proyek pembangunan besar lagi. Hal ini tidak lebih dari 
tindakan pencitraan, yakni membantu masyarakat sesaat, tanpa menyelesaikan 
masalah yang berkepanjangan. Selain para tukang dan kuli, masyarakat lainnya pun 
juga merasakan hal serupa, yakni kebahagiaan semu yang hanya sementara seperti 
pada kutipan berikut. 
(4) Bahkan apakah keadaan mereka akan bertambah baik bila 
mereka disumbang beras ketika kebanjiran, disumbang air 
ketika terpanggang di musim kemarau, atau diberi obat gratis 
ketika kena wabah muntaber? Ah, kerja kariatif seperti itu tak 
lebih dari kembang gula yang hanya manis sesaat dan tak akan 
mengatasi masalah. Apalagi bila tindakan kariatif itu 
dicampur dengan niat cari untung. Maka jangan salahkan 
mereka menuduh tindakan semacam itu sesungguhnya sedang 




    
 
Kutipan tersebut memaparkan bahwa tindakan pemerintah dalam 
memberikan bantuan sementara di saat masyarakat terkena bencana, hanya untuk 
pencitraan saja. Pencitraan tersebut dilakukan untuk mendapat simpati rakyat dan 
mencegah resistensi atas perilaku tidak adil yang diterapkan pemerintah. Salah satu 
tindakannya yang banyak disampaikan dalam novel ini adalah korupsi para pejabat 
dan orang-orang proyek. Berikut kutipan yang menjelaskan kegiatan korupsi dana 
proyek. 
(5) Belum lagi dengan oknum sipil maupun militer juga oknum-
oknum anggota DPRD yang suka minta uang saku kepada 
bendahara proyek kalau mereka mau plesir keluar daerah. 
(N/DE/2/23) 
(6) Kabul sering merenungkan seloroh Dalkijo ini, ya dengan 
pandangan dekat. Seloroh itu ada benarnya juga. Negeri ini 
dihuni oleh masyarakat korup, terutama di kalangan birokrat 
sipil maupun militer, juga orang awamnya.  (N/HE/10/51) 
 
Selain hanya menjadi buruh sementara, masyarakat sekitar juga menerima 
upah yang tidak seimbang dengan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan biaya proyek 
pembangunan jembatan telah dikorupsi, baik secara langsung maupun tidak 
dilakukan oleh oknum-oknum resmi sipil dan tentara. Kegiatan proyek memiliki 
arti khusus yaitu “proyek” atau lahan untuk melakukan penggelembungan dan 
pencurian dana yang sangat besar demi kepentingan pribadi. Mengingat pegawai 
sipil dan tentara merupakan kekuatan utama di masa Rezim Orde Baru sehingga 
tindakan yang dilakukan oleh pegawai sipil dan tentara mendapat perlindungan dari 
partai penguasa atau Golkar, berikut kutipannya. 
(7) Dan di proyek ini mereka digaji terlalu kecil karena pos 
anggaran untuk menggaji mereka tertekan oleh besarnya 
faktor X yang harus ditanggung oleh pelaksana proyek. 
Faktor X ini adalah pungutan liar halus maupun kasar, 
langsung maupun tak langsung yang dilakukan oleh oknum-
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oknum resmi sipil dan tentara yang menganggap proyek ini 
memang sebuah “proyek”. (N/HE/11/58) 
(8) Memang ya. Karena, sistem kekuasaan di bawah Golongan 
Lestari Menang, GLM, menempatkan jajaran perangkat desa 
dan kelurahan seluruh Indonesia menjadi onderbouw mereka. 
Jajaran perangkat desa adalah salah satu di antara tiga pilar 
penopang GLM. Dua pilar lain adalah birokrasi pegawai 
negeri dan ABRI. Maka suka atau tidak, seorang kades seperti 
Basar sudah tercantum sebagai kader Golongan Lestari 
Menang. (N/DP/10/83) 
 
Korupsi di Era Orde Baru dilakukan oleh oknum sipil, militer, juga oknum 
anggota DPRD. Hal ini menyatakan bahwa korupsi dilakukan oleh pihak 
pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pihak yang bisa 
menyejahterakan rakyat karena posisi mereka sebagai wakil rakyat. Posisi ini 
diperkuat struktur pembangunanisme yang memosisikan pemerintah sebagai subjek 
dan penentu kebijakan, sedangkan masyarakat hanyalah objek atau partisipan dan 
penerima kebijakan. Di era kapitalisme negara atau state-led development, 
kesejahteraan rakyat merupakan tugas negara dan pemerintah sehingga segala 
tindakan dan kebijakan pemerintah dianggap sebagai kewajiban mutlak yang harus 
dijalankan.  Berikut kutipan yang menerangkan bahwa partai yang telah berkuasa 
selama dua puluh lima tahun menggunakan retorika pembangunan sebagai tameng 
dalam melaksanakan feodalisme baru, penyeragaman ideologi atau pandangan, 
rekayasa, korupsi, dan kemunafikan. 
(9) “Saya tahu kamu kades yang karenanya wajib jadi kader 
GLM. Meski kamu mantan aktivis, cepat atau lambat kamu 
akan terpolusi oleh budaya yang telah seperempat abad 
dikembangkan golongan politik ini. Feodalisme baru, 
penyeragaman, rekayasa, korupsi, munafik, dan semuanya 




    
 
Berdasarkan kutipan di atas yang disampaikan oleh Insinyur Kabul bahwa 
segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru  
mengatasnamakan pembangunan.  Penggunaan istilah “pembangunan” terhadap 
masyarakat sebagai upaya dalam melanggengkan kekuasaan. Selain itu, kebijakan 
pemerintah bersifat otoriter dan memaksa. Terbukti dalam kutipan tersebut bahwa 
seorang Kades wajib menjadi kader GLM (Golongan Lestari Menang) atau partai. 
Hal ini tentunya merupakan sebuah pelanggaran HAM karena telah memaksa 
seseorang untuk menjadi kader partai dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu. 
Bahkan, sikap otoriter penguasa bukan hanya ditujukan kepada seseorang yang 
akan mendapat jabatan tertentu, melainkan juga kepada masyarakat yang berusaha 
untuk menentang dan keluar dari lingkaran kesetiaan kepada partai penguasa. 
Otoritarianisme tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan untuk menjaga 
stabilitas pembangunan, berikut kutipannya. 
(10) “Dik Kabul, sampean memang insinyur. Tapi terlalu lugu. 
Dengar, Dik. Untuk memeriksa atau bahkan menahan Dik 
Kabul, mereka akan menemukan banyak alasan. Misalnya, 
menghambat pelaksanaan program pembangunan; tidak 
loyal kepada pemerintah; menentang Orde Baru,  sampai 
pada indikasi bahaya laten komunis. Dan sekali Dik Kabul 
berurusan dengan aparat keamanan, maka Dik Kabul akan 
masuk daftar hitam; Dik Kabul akan terus diawasi dan 
mungkin tidak akan dapat bekerja dimana pun. 
...”(P/HP/21/205) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan begitu jelas sikap otoriter 
pemerintah terhadap masyarakatnya, yaitu menghukum siapa saja yang berusaha 
menentang kebijakan yang diterapkan Orde Baru dengan alasan menghambat 
pembangunan, tidak loyal kepada pemerintah, sampai pada stigma komunisme. Hal 
ini tentunya sebagian kecil dari bentuk pelanggaran HAM yang terjadi selama 
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paham pembangunanisme diterapkan di Indonesia. Pelanggaran HAM tersebut 
dilakukan hanya untuk untuk memastikan rakyatnya setia terhadap partai GLM atau 
Golkar di masa pemerintahan Orde Baru. Bukan hanya itu, korupsi, kolusi, dan 
nepotisme yang terjadi selama Orde Baru dianggap sebagai penyebab runtuhnya 
model perekonomian state-led development. Kesalahan ini dituduhkan kepada 
negara percontohan, salah satunya Indonesia oleh negara dunia utara. Karena alasan 
inilah negara dunia ketiga dan negara percontohan lainnya didesak untuk 
mengembalikan kekuasaan kepada pasar bebas.  
 
4. 2 Strategi Pelanggengan Kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang 
Proyek karya Ahmad Tohari menurut Tinjauan Hegemoni Gramsci 
Masa Pemerintahan Rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih 
kurang 32 tahun ini merupakan pemegang kekuasaan terlama dalam sejarah politik 
di Indonesia. Kelanggengan kekuasaan Orde Baru seperti yang telah sedikit 
diuraikan di atas, yaitu dengan mengatasnamakan pembangunan dan mengabadikan 
stigma PKI atau Pemberontakan Komunis atau sering disebut sebagai G30S PKI. 
Penanaman dan penyeragaman ideologi tentang keberhasilan Jenderal Soeharto 
dalam memberantas komunis di Indonesia. Ideologi antikomunis ini menjadi 
tonggak awal untuk memaksa rakyat terus mendukung dan mengikuti pemerintahan 
Rezim. Begitu juga keberhasilan program pembangunan yang diterapkan di 
Indonesia selama pemerintahan Rezim Orde Baru.  
Keberhasilan swasembada beras pada Revolusi Hijau, pengendalian 
pertumbuhan penduduk melalui KB, serta berbagai pembangunan infrastruktur, 
menjadikan rezim ini dapat bertahan begitu lama. Meskipun demikian, tentunya 
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ideologi ini tidak tersebar begitu saja dan melekat dalam pemikiran masyarakat 
Indonesia. Terdapat pihak-pihak, baik individu maupun kelompok dalam 
menyebarluaskan kekuasaan serta mempertahankannya sehingga dapat 
melanggengkan kekuasaan Rezim Orde Baru. Berikut akan diuraikan strategi 
penguasaan Orde Baru dalam menyebarkan dan mempertahankan kekuasaan 
berdasarkan tinjauan teori hegemoni Gramsci. 
 
4.2.1 Aparatus Hegemoni dan Aparatur Dominasi  
Aparatus hegemoni dan dominasi merupakan pelaku dalam penyebarluasan 
kekuasaan. Aparatus hegemoni dalam hal ini merupakan sebuah ideologi yang 
secara tidak langsung merupakan dominasi yang ditekankan kepada masyarakat 
untuk tunduk patuh kepada penguasa. Bukan hanya itu, aparatus hegemoni juga 
menjaga agar yang dikuasai  mendukung dan menginternalisasi nilai-nilai ideologi 
penguasa, sedangkan dominasi dilakukan dengan penekanan dan pemaksaan secara 
langsung oleh aparat. Dominasi digunakan untuk melindungi dan menjaga agar 
hegemoni dapat dilestarikan sehingga dua kekuatan ini yang nantinya dapat 
melanggengkan sebuah kekuasaan. Pada pemerintahan Rezim Orde Baru, stigma 
PKI dan menjaga stabilitas pembangunan merupakan sebuah prinsip yang harus 
ditekankan kepada masyarakat Indonesia. 
 
4.2.1.1 Stigma Pemberontakan Komunis sebagai Aparatus Hegemoni  
Tragedi 1965 atau disebut kudeta merangkak ’65 merupakan peristiwa 
terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah rencana untuk menggulingkan Presiden 
Soekarno melalui peristiwa berdarah yang disebut Gerakan 30 September 1965. 
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Pembantaian massal, pembunuhan misterius, pengasingan, pembuangan, dan 
penyiksaan merupakan realitas dalam menggambarkan tragedi tersebut. Kekejaman 
para komunis dan keberanian para tentara yang dipimpin Soeharto masih melekat 
dalam ingatan masyarakat. Tragedi inilah yang mengawali Rezim Orde Baru 
berkuasa di Indonesia. Ketakutan dan kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh 
Rezim Orde Baru. Pembantaian dan hukuman kepada para komunis beserta 
keturunannya dianggap sebagai hal wajar dan harus dilakukan untuk memberantas 
akar komunis. Ideologi inilah yang nantinya dijadikan sebagai perisai Orde Baru 
dalam menghadapi pemberontakan dan penentangan terhadap rezim. Stigma 
tersebut diabadikan melalui kebijakan anti komunis menggunakan UU  kepada 
siapa saja yang dituduh sebagai keturunan PKI. Berikut kutipannya. 
(11) “Jangan lupa warga yang ber-KTP dengan tanda OT atau ET. 
Ingatkan mereka akan peristiwa ’65 agar mereka dan seluruh 
keluarga mereka menjadi pendukung kita. Manfaatkan 
kekuasaan Anda ketika warga datang untuk minta tanda 
tangan demi melestarikan kemenangan GLM. Dan, Anda 
tidak akan memberikan atau memperpanjang surat izin usaha 
untuk toko, warung, kilang padi, dan sebagainya, kecuali 
mereka berjanji dan terbukti mendukung kita.” (P/DP/7/80)  
 
Kutipan tersebut membenarkan adanya deskriminasi kepada warga negara 
yang mendapat KTP berlabel ET8 dan OT9 atau orang-orang yang dituduh sebagai 
keturunan, saudara, atau pun kerabat para komunis untuk tetap setia dan selalu 
mendukung Rezim Orde Baru. Jika mereka menolak, maka hukuman yang diterima 
                                                 
8 Eks Terlibat adalah penyebutan bagi orang-orang yang dituduh mantan anggota komunis, di 
dalam peraturan perundangan pada masa Ode Baru, dipisahkan dengan masyarakat lain. Tindakan 
diskriminasi terhadap hak-hak hidup dibatasi, baik dalam Pemilu maupun urusan kewarganegaraan 
yang berhubungan dengan pemerintah. 
9 Organisasi Terlarang, merupakan label kepada warga negara yang dituduh terlibat baik secara 
langsung maupun tidak terlibat dalam organisasi PKI. 
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adalah pembuangan, pengasingan, dan penyiksaan ke berbagai pulau terpencil di 
Indonesia yang sebenarnya merupakan kamp militer. Di sana para tahanan politik 
disiksa, diperkosa, dan dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan tapol10 lain. Selain 
itu, para tapol dikerjapaksakan di tempat-tempat isolasi di beberapa daerah Argosari 
(Kalimantan Timur), Loe Mojong (Sulawesi Selatan), Nanga-Nanga, Kendari 
(Sulawesi Tenggara), Wadas Lintang, dan Brebes Jawa Tengah. (Kusni, 2010) 
Tamu 1 yang merupakan kader partai GLM melakukan penekanan dan 
pemaksaan kepada Kades Basar untuk mempersulit warga yang akan mengurus 
surat-surat baik usaha maupun urusan kewarganegaraan kalau mereka tidak mau 
mendukung partai penguasa. Berikut kutipannya. 
(12) Mereka adalah ‘orang terlibat’ dan ‘eks terlibat’ PKI. Saya 
diperintah terus mengancam, sehingga mereka bersama anak 
cucu selalu tunduk, takut dan pasrah bongkokan di hadapan 
kepentingan GLM?  (P/DP/12/87) 
 
Stigma PKI yang terus ditanam, digunakan Rezim Orde Baru sebagai 
ancaman bagi anak cucu orang dan eks-terlibat PKI agar tetap tunduk dan patuh 
kepada kepemimpinan rezim, takut, sampai pada pasrah bongkokan kepada 
kepentingan partai Golkar yang pada saat itu sedang berkuasa. Kutipan tersebut 
menggambarkan betapa pelanggaran HAM terhadap kebebasan seseorang sebagai 
warga negara telah dirampas dengan kejam. Ketakutan warga yang telah dipastikan 
sebagai  kerabat, keturunan, atau pun anak cucu PKI terhadap penguasa Orde Baru 
baik partai maupun pemerintahnya digambarkan melalui kutipan berikut.  
(13) Lihat mata mereka ketika kusebutkan kata ‘GLM’ atau ‘Orde 
Baru’ atau ‘pemerintah’ atau lainnya yang menyangkut 
kekuasaan negara. Dalam mata mereka ada cekam ketakutan. 
                                                 
10 Tahanan politik 
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Ada bayangan menggigil karena kecut hati. Wajah berubah 
pucat dengan bibir bergetar. Tangan wel-welan karena tak 
tahu lagi cerca nista, apalagi yang akan mereka terima. 
(N/HP/8/86) 
  
Kekejaman Orde Baru terhadap warga negara yang berlabel ET dan OT 
diperjelas dengan respons ketakutan warga ketika mendengar kata GLM, Orde 
Baru, pemerintah, dan semua yang menyangkut kekuasaan negara disebutkan. Mata 
mereka terlihat cekam ketakutan, wajah pucat, bibir bergetar, dan tangan gemetar 
karena mereka tahu mereka akan menerima cerca nista atau makian. Makian yang 
menempatkan mereka pada kedudukan serendah-rendah dan sehina-hinanya 
dibandingkan manusia lainnya. Meskipun begitu, belum ada masyarakat yang 
berani menyatakan perlawanan untuk melindungi hak-hak warga tersebut.  
Terlebih lagi, penekanan tersebut dilakukan oleh pejabat dan perangkat 
daerah yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada 
warganya. Proses “pembersihan” tersebut dilakukan melalui dua cara. Pertama, 
cara nonformal, dilakukan oleh pihak militer yang diberikan wewenang menjadi 
hukum dan hakim sekaligus menggunakan prosedur militer. Kedua, secara formal 
penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dituduh komunis 
dilakukan oleh sebuah sistem atau lembaga di bawah Kopkamtib atau Pelaksana 
Khusus Daerah (Laksusda), Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) dan Tim Pemeriksa 
Daerah (Teperda). Tim diberi otoritas untuk melakukan proses screening terhadap 
semua orang yang dituduh sebagai komunis, serta membuat klasifikasi dan 
penggolongan. Setelah melalui screening para tahanan dikirimkan ke kamp 
tahanan. Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap jutaan tahanan yang dituduh 
komunis (Kusni, 2010). 
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Bukan hanya itu, labelisasi bersih lingkungan yang diberlakukan semasa 
Orde Baru merupakan bentuk taktik politik untuk membersihkan saingan beserta 
sekutunya, seperti yang digambarkan pada kutipan berikut. 
(14) Ketersinggungannya lebih disebabkan oleh kenyataan 
labelisasi bersih lingkungan adalah taktik politik murahan 
dan sangat menistakan martabat manusia. Celakanya 
labelisasi itu telah memakan ribuan korban. Ironisnya pada 
sisi lain labelisasi bersih lingkungan sering dimainkan 
menjadi alat ampuh untuk menjatuhkan orang yang tak 
disukai. (N/HP/14/145) 
 
Berdasarkan perspektif ini PKI beserta keturunannya menjadi senjata 
sekaligus kambing hitam yang telah melakukan kesalahan terbesar dan takkan 
pernah bisa dimaafkan. Rekonstruksi ideologi yang sengaja diseragamkan untuk 
mempertahankan kekuasaan. Hal ini serupa dengan pendapat Dhakidae (2003:292) 
bahwa kritik mahasiswa dan kaum cendekiawan dibungkam melalui raison d’etat 
yang dijalankan secara sistematik oleh Orde Baru, dengan memanfaatkan 
kekuasaan yang disebut sebagai kerahasiaan negara. Kerahasiaan negara dijalankan 
dengan cara menutup fakta yang berhubungan dengan kudeta dengan melarang 
setiap pertukaran atau diskusi yang membahas peristiwa G30S PKI. Penyebaran 
cerita-cerita yang dikemas dengan menempatkan PKI sebagai pihak yang mengatur 
semua kudeta yang terjadi.  
Perubahan besar ini bukan hanya terjadi di bidang politik, melainkan di 
bidang ekonomi dan kebudayaan. Setelah tahun 1965, politik luar negeri berubah 
total, dari nonblok menjadi probarat dan menjadi pengikut AS. Ekonomi Indonesia 
yang dulunya berdikari berubah menjadi ekonomi yang tergantung pada modal 
asing, salah satunya pembangunan yang berhutang ke luar negeri. Di bidang 
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kebudayaan, dari bebas berpolemik menjadi budaya seolah-olah satu, menjadi 
monolitik. Tidak ada lagi perbedaan, semuanya diseragamkan berdasarkan ideologi 
penguasa.  
Bahkan masyarakat atau yang dikuasai tidak melakukan perlawanan atas 
subordinasi penguasa. Mereka mengiyakan dan menerima pandangan tersebut 
dengan alasan untuk menghindari bangkitnya kembali komunis di Indonesia. 
Labelisasi bersih lingkungan merupakan program untuk mereka yang diindikasi 
menentang rezim dan diarahkan pada bahaya laten komunis. Hal ini 
menggambarkan betapa dahsyatnya hegemoni Orde Baru dalam menekan dan 
meredam masyarakat Indonesia. Betapa stigma komunis menjadi momok 
menakutkan dalam mendukung tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan 
pemerintahan Rezim Orde Baru kepada masyarakat Indonesia, mantan tapol, dan 
orang atau organisasi terlibat. Stigma pemberontakan komunis inilah yang secara 
tidak langsung merupakan aparatus hegemoni dalam teori Gramsci selama Rezim 
Orde Baru berkuasa dalam melanggengkan kekuasaan.  
 
4.2.1.2  Kader GLM menjadi Aparatus Dominasi  
Dominasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh 
supremasi atas kelompok lain dalam teori hegemoni Gramsci. Dominasi dilakukan 
untuk melindungi hegemoni dan memastikan hegemoni diterima masyarakat. Cara 
ini, ditempuh dengan jalan kekerasan, pemaksaan, dan penekanan kepada 
subordinat. Sifat kepemimpinan Orde Baru yang militerististis, otoriter, dan represif 
menempuh cara ini dalam menghimpun dukungan demi kelanggengan rezim.  Di 
samping itu, program pembangunan ala Rezim Orde Baru yang sedang gencar dan 
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giatnya dilakukan, semakin menambah kekuatan para kader  dalam menekan 
masyarakat. Dominasi yang dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan 
tersebut dianggap sebagai sebuah kebutuhan dengan alasan menjaga stabilitas.  
Di dalam novel Orang-orang Proyek, dominasi dilakukan oleh para kader 
GLM. Para kader tersebut, mendesak Kades Basar (kader GLM) untuk menggalang 
dana dan mengerahkan seluruh potensi massa guna mendukung partai golongan 
atas nama pembangunan. Kepentingan partai diibaratkan sebagai kewajiban utama 
yang harus dilaksanakan dan menjadi kepentingan di atas semua kepentingan.  Hal 
ini tergambar pada kutipan berikut.  
(15)  “Kami tahu, Anda mampu menggalang dan mengerahkan 
semua potensi massa serta, dan ini sangat penting, potensi 
dana. Kepada seluruh warga hendaknya dikatakan mereka 
hanya punya satu pilihan yang tepat, yaitu Golongan Lestari 
Menang alias Orde Baru. Karena, selain GLM isinya cuma 
politikus tukang omong kosong. Sedangkan kita, GLM, 
jagonya pembangunan. Maka Ketua Dewan Pembina kita 
digelari Bapak Pembangunan. Iya, kan? (P/HP/6/79) 
 
Para kader GLM tersebut, menekan Kades Basar yang memiliki wewenang 
secara hierarkis dalam struktur masyarakat. Selain itu, posisi Kades Basar yang 
disegani warga akan memudahkannya memobilisasi masyarakat mendukung dan 
melestarikan kedudukan partai penguasa. Kades Basar dituntut menggiring warga 
untuk setia dan mendukung GLM dengan mengagungkan keberhasilan 
pembangunan Bapak Rezim Orde Baru.  
Loyalitas terhadap pembangunan ini bukan hanya ditujukan kepada warga, 
melainkan juga terhadap orang-orang proyek. Material yang seharusnya digunakan 
untuk membangun jembatan dirongrong kader partai untuk membangun sebuah 
masjid yang akan digunakan sebagai ajang kampanye partai GLM. Pelaksana 
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proyek, yaitu Insinyur Kabul dipaksa oleh Pak Baldun (salah satu kader GLM) 
untuk memberikan sebagian material proyek. Bahkan permohonan material proyek 
jembatan untuk membangun masjid direkomendasikan oleh tokoh-tokoh yang 
memiliki jabatan penting di dalam struktur masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut 
antara lain Ketua GLM Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten, seperti pada kutipan 
berikut.  
(16)  “Kami datang kemari dengan rekomendasi dari Ketua GLM 
Provinsi dan dari Ketua DPRD Kabupaten. Malah manager 
Proyek, Bapak Insinyur Dalkijo telah membubuhkan 
disposisi dalam surat permohonan yang kami ajukan. Apakah 
semua itu belum cukup?” (P/DP/16/142) 
 
Para pejabat dan wakil rakyat yang seharusnya bisa melindungi hak-hak 
warganya malah memberikan rekomendasi bawahannya mengambil material 
proyek pembangunan jembatan. Pengurangan material proyek yang telah 
ditargetkan dan dianggarkan untuk pembangunan jembatan berdampak pada 
menurunnya standar mutu jembatan. Hal ini merugikan masyarakat karena proyek 
pembangunan jembatan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri tercecer dan 
nantinya akan menjadi tanggungan masyarakat. Rekomendasi dan disposisi tersebut 
memperkuat kader partai untuk melakukan dominasi terhadap pelaksana proyek. 
Penolakan Insinyur Kabul terhadap surat permohonan Pak Baldun 
menimbulkan dominasi lain. Dominasi selanjutnya berupa ancaman Kader GLM 
yang akan melakukan penelitian terhadap Insinyur Kabul dengan mencari data-data 
yang menunjukkan bahwa Kabul tidak bersih lingkungan. Sebuah label yang 
digunakan untuk menyingkirkan orang-orang terindikasi penentang kebijakan Orde 
Baru. Berikut kutipannya. 
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(17) “Baik. Tapi Anda akan saya laporkan ke atas. Saya akan cari 
data jangan-jangan Anda tidak bersih lingkungan. Sebab 
indikasinya mulai jelas. Masa iya dimintai bantuan untuk 
pembangunan masjid Anda banyak berbelit. Cukup. Selamat 
malam. Dan selanjutnya mungkin Anda tidak bisa mendapat 
proyek lagi. Atau Pak Dalkijo akan memecat Anda.” 
(P/DP/19/144) 
 
Ungkapan singkat sebagai penutup percakapan pada kutipan tersebut, 
semakin menjelaskan penekanan terhadap Insinyur Kabul, pelaksana proyek yang 
memiliki idealisme tinggi. Ancaman akan pemecatan dan tidak didapatkannya 
proyek lagi merupakan dominasi yang dilakukan kader GLM dalam usaha 
mendapatkan apa yang diinginkan. Mengingat kader tersebut merupakan kaki 
tangan dan bawahan partai yang sedang berkuasa selama puluhan tahun dan 
terkenal dengan sifat otoriterianismenya.  
Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedudukan dan fungsi Kades Basar, 
Ketua GLM Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, serta seluruh kader menunjukkan 
posisi mereka dalam suprastruktur level masyarakat politik menurut teori 
Hegemoni Gramsci.  
“Sebagai partai pemerintah, Golkar sangat beruntung 
karena memiliki saluran-saluran dan fasilitas-fasilitas resmi. 
Menteri-menteri berkampanye untuk Golkar ... . Mereka 
menggunakan jabatan-jabatan resmi mereka untuk 
memasang listrik dan air minum ke desa-desa, meresmikan 
masjid-masjid baru dan memberikan sumbangan ke 
pesantren-pesantren untuk mengesankan penduduk pedesaan 
di Jawa Tengah dan Timur bahwa hanya pemerintahan 
Golkar yang mampu memajukan pembangunan desa dan 
memberi mereka keuntungan” (Suryadinata (1992:126). 
 
Berdasarkan kutipan tersebut pemerintah Orde Baru beruntung bisa 
memanfaatkan fasilitas, sarana, dan akses yang dimiliki sehingga berpeluang besar 
untuk melakukan pencitraan dalam menghimpun konsensus rakyat. Aparatus 
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dominasi yang bertugas memperkuat kekuasaan dengan memberi  perlindungan 
terhadap hegemoni penguasa melalui kediktatoran dan pemaksaan. Kediktatoran 
dan pemaksaan yang dilegalkan dan disahkan melalui undang-undang merupakan 
salah satu bentuk fasilitas yang diselewengkan.  
  
4.2.2 Intervensi Negara terhadap Idealisme Intelektual Tradisional dan 
Pemanfaatan Pragmatisme Intelektual Organik 
Menurut teori hegemoni Gramsci, (2013:3) bahwa “semua manusia 
mempunyai potensi untuk menjadi kaum intelektual sesuai dengan kecerdasan yang 
dimiliki, dan dalam cara menggunakannya. Namun, tidak semua orang adalah 
intelektual dalam fungsi sosial”. Kaum intelektual dalam makna fungsional terbagi 
menjadi intelektual profesional tradisional dan intelektual organik. Intelektual 
tradisional lebih bersifat otonom, independent, dan merdeka dari kelompok sosial 
yang dominan, berbeda dengan intelektual organik yang memiliki fungsi sebagai 
wakil dari penguasa dalam menguniversalisasi pandangan penguasa terhadap 
massa. Intelektual organik ini, bukan hanya menjalankan fungsinya di bidang sosial 
saja, melainkan juga di bidang ekonomi dan politik. 
Berdasarkan teori tersebut, terdapat kaum intelektual di dalam novel Orang-
orang Proyek karya Ahmad Tohari. Kabul, seorang Insinyur dan bertugas sebagai 
pelaksana proyek, merupakan kategori intelektual tradisional. Karena dalam 
penceritaan, Kabul mempunyai idealisme tinggi dalam menerapkan prinsip 
keilmuan sipil yang telah dipelajarinya. Keteguhan Kabul inilah yang 
menjadikannya tipe intelektual tradisional yang bersifat otonom, independen, dan 
merdeka dari kelompok sosial yang domian. Seperti halnya dalam Patria dan Arief 
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(2009:162—163) bahwa “intelektual tradisional merupakan intelektual yang 
dikategorikan sebagai intelektual otonom dan merdeka dari kelompok sosial 
dominan. Kelompok ini (humanis) memisahkan intelegensia dari tatanan borjuis”.   
Percobaannya untuk menentang kekuasaan Orde Baru telah gagal, karena 
Kabul berusaha untuk melawan sistem yang telah dibangun dan bertahan selama 
seperempat abad. Menurut Talcott Parsons (dalam Budiardjo, 1991:18) bahwa 
“kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam 
suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang 
mengikat. Kewajiban dianggap sah sejauh menyangkut kepentingan kolektif, dan 
jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap 
wajar”. Jika dianalogikan dengan kekuasaan Orde baru, maka sistem organisasi 
kolektif adalah partai Golkar beserta pendukungnya baik yang terpaksa atau tidak 
harus melaksanakn kewajiban yang mengikat untuk kepentingan partai yang 
memiliki kekuasaan terkuat. Oleh karena itu, jika terdapat perlawanan terhadap 
kepentingan Golkar, maka terdapat pemaksaan dengan sanksi negatif yang 
dirumuskan dan disahkan melalui UU. 
Berbeda dari Insinyur Kabul, Dalkijo yang juga seorang Insinyur teknik sipil 
yang memahami keilmuan sipil dengan baik, tokoh Dalkijo tetap bersifat pragmatis 
dan memilih menjadi wakil penguasa. Dalkijo selalu mengikuti arus ideologi dan 
zaman yang diterapkan Rezim Orde Baru karena selain profesinya sebagai Insinyur 
sekaligus pemimpin proyek, Dalkijo merupakan kader partai penguasa. 
Kesadarannya akan dua profesi dan kedudukannya ini, Dalkijo rela mengkhianati 
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sumpah dan derajat keinsinyurannya guna memperoleh keuntungan. Berikut uraian 
dan penjelasan kedua sikap intelektual tersebut.  
 
4.2.2.1 Intervensi Negara terhadap Idealisme Intelektual Tradisional  
Kabul adalah tokoh utama dalam novel Orang-orang Proyek ini. Kabul 
digambarkan memiliki idealisme tinggi di dalam cerita. Kabul teguh dan kukuh 
dalam memegang prinsipnya sebagai seorang insinyur. Kabul merupakan seorang 
Insinyur teknik sipil yang berperan sebagai pelaksana proyek. Kabul dengan tegas 
mempertahankan prinsip keilmuan dan berusaha menerapkannya di lapangan. 
Berikut kutipannya. 
(18) Sebagai seorang insinyur, Kabul tahu betul dampak semua 
permainan ini. Mutu bangunan menjadi taruhan. Padahal bila 
mutu bangunan dipermainkan, maka masyarakatlah yang 
pasti akan menanggung akibat buruknya. Dan bagi Kabul hal 
ini adalah pengkhianatan terhadap derajat keinsinyurannya. 
(N/HT/2/26) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, Kabul menunjukkan tingkat keilmuan dan 
kesetiaan terhadap profesinya sebagai seorang insinyur teknik sipil. Kabul tidak 
terpengaruh oleh arus korupsi yang menimpa proyeknya dan tidak tunduk terhadap 
kepentingan partai. Permainan korupsi yang dilakukan, baik oleh oknum pejabat 
maupun oknum proyek di masa Rezim Orde Baru, dapat menurunkan mutu 
bangunan yang nantinya akan berdampak pada masyarakat sebagai pengguna 
bangunan tersebut. Kabul merasa bahwa ironi tersebut merupakan sebuah bentuk 
pengkhianatan terhadap derajat dan etika seorang insinyur. Hal ini menunjukkan 
sikapnya sebagai seorang intelektual tradisional yang independent. 
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Keteguhan hati Kabul tidaklah cukup untuk menentang kekuasaan Orde 
Baru yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Pada akhirnya Kabul lebih 
memilih keluar dari proyek dan melanjutkan studi teknik sipilnya untuk menjadi 
dosen. Kabul tidak siap dengan segala penyimpangan ilmu teknik sipil yang terjadi 
di lapangan akibat perhitungan ekonomi dan politik penguasa. Keadaan ini, 
menurut Dhakidae (2003:336) bahwa terjadinya krisis ilmu sosial dan krisis 
ilmuwan disebabkan ketidakmampuan membela dan mempertahankan otonomi 
dirinya sendiri, sehingga ilmuwan sosial masuk ke dalam tahap lain yaitu 
pengambilan positioning. Kabul memilih sebagai intelektual yang berperan 
mempertahankan martabat manusia atau berperan sebagai ilmuwan dan teknisi 
dalam menjaga martabat ilmunya. Pada kasus ini, Insinyur Kabul lebih memilih 
posisi sebagai ilmuwan dan teknisi, yaitu lebih memilih mengembangkan 
keilmuannya pada ranah pengetahuan dengan menjadi site manager pembangunan 
sebuah hotel di Cirebon. Pilihan ini karena kegagalannya dalam menerapkan 
keilmuannya di lapangan untuk kepentingan rakyat dan ketidakmampuannya dalam 
menentang kekuasaan Orde Baru.  
Idealisme Kabul juga tercermin pada sikapnya yang geram akan banyaknya 
insinyur yang telah kehilangan komitmen profesi dan tanggung jawab moral 
keilmuan mereka hanya untuk mendapat keuntungan dari mengikuti arus politik 
partai penguasa seperti pada kutipan berikut. 
(19)  “Hal ini agaknya menjadi gejala umum dimana-mana. 
Sedihnya lagi, tak sedikit insinyur telah kehilangan 
komitmen profesi dan tanggung jawab moral keilmuan 
mereka, jadilah mereka bagian dalam barisan orang yang 




    
 
Respons Kabul tersebut menunjukkan sikapnya sebagai intelektual 
tradisional yang merdeka dari kelompok partai penguasa. Ia tetap lurus dan bersikap 
profesional sebagai seorang intelektual tradisional yang kegiatan intelektualnya 
terfokus pada kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang insinyur. Kabul 
sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang insinyur kepada masyarakat. 
Pertanggungjawaban terhadap pembangunan jembatan yang tengah digarap dengan 
mengusahakan mutu yang baik, meskipun dengan dana yang carut-marut oleh 
korupsi para oknum politik. Berikut kutipannya. 
(20) “Ya, dan pada dasarnya pun sama. Saya tidak ingin 
mengambil tindakan tinggal glanggang colong playu. Saya 
ingin bertahan sampai proyek ini selesai dengan baik dan bisa 
dipertanggungjawabkan mutunya kepada rakyat ...” 
(P/HT/9/94) 
 
Selain sikap Kabul yang bertanggung jawab sebagai seorang insinyur, 
Kabul memperlakukan para pekerja secara manusiawi. Kabul mengakui 
kewajibannya sebagai seorang atasan dan memberikan hak para pekerja yang 
membutuhkan waktu istirahat. Hal ini dilakukan karena Kabul tidak ingin menjadi 
ujung tangan kapitalis yang menindas bangsa sendiri.  Tindakan tersebut sesuai 
dengan sikap intelektual tradisional yang menurut Patria (2009:168) bahwa 
“intelektual tersebut menjadi bagian dari organisasi yang memberikan 
kepemimpinan kepada kelas yang tertindas”. Berikut kutipannya. 
(21) “Memang. Dan untuk meliburkan pekerja, saya harus 
berdebat dulu dengan Pak Dalkijo. Saya tak mau jadi ujung 
tangan kapitalis baru yang menindas bangsa sendiri. Libur 
hari Minggu adalah hak mereka. Apalagi sudah dua bulan 




    
 
Kabul sebagai pelaksana proyek berusaha untuk tetap mengusahakan hak 
para pekerja atau kelas tertindas, dalam mengurangi praktik dominasi partai 
penguasa. Kepedulian Kabul terhadap para pekerja dilatarbelakangi oleh 
keprihatinannya terhadap nasib anak-anak di zaman kapitalisme yang tidak bisa 
mendapatkan pendidikan dengan layak dan harus bekerja di usia remaja, serta 
ketidakpastian dalam memperjuangkan hak hidupnya. Selain itu,  kehidupannya di 
masa lalu yang berasal dari keluarga miskin, hidup sederhana, dan kerja keras Ibu 
Kabul untuk menjadikannya sebagai seorang insinyur, memengaruhi sikap 
idealismenya dalam menentang sistem kapitalis yang sedang melanda bangsa. 
Keadaan yang menggambarkan dampak negatif dari diterapkannya kapitalisme 
negara di Indonesia dengan didukung sikap otoriter penguasa. 
Sebagai seorang yang profesional dan beragama, Kabul menunjukkan etika 
dalam melakukan pembangunan dengan menertibkan usaha-usaha dominasi yang 
dilakukan para kader partai dalam merongrong material proyek. Kabul menentang 
keras pengambilan material proyek yang akan digunakan untuk pembangunan 
masjid, karena dapat merusak kesucian tempat ibadah itu sendiri. Selain itu, dana 
proyek yang telah compang-camping akibat korupsi para pejabat akan berdampak 
pada rendahnya mutu bangunan. Proses pembangunan yang seharusnya  sesuai 
dengan target telah menyimpang dari tujuan awal perencanaan. Berikut kutipannya. 
(22) “Tapi nanti dulu. Karena kesuciannya, maka pembangunan 
sebuah masjid harus tertib dan pakai tata krama. Semua 
material di sini kan, dibeli untuk membangun jembatan, 
bukan lainnya. Jadi kalau ingin tertib semua material di sini 





    
 
Pada kutipan tersebut, terlihat sikap keras kepala Kabul dalam 
mempertahankan prinsipnya. Kabul tidak akan memberikan material jembatan 
untuk membangun yang lain kecuali sisa yang bisa disumbangkan. Seperti yang 
disampaikan Gramsci (2013:11) “karena berbagai kategori kaum intelektual 
tradisional ini merasa sebagai sebuah ‘kelompok penyemangat’ terhadap 
kontinuitas histori dan kualifikasi khusus mereka sehingga mereka menempatkan 
diri sebagai kelompok otonomis dan independen dari kelas sosial yang dominan”. 
Ia merasa bertanggung jawab sebagai seorang insinyur dan generasi selanjutnya 
untuk bisa mempertahankan prinsip teknik sipil di lapangan, tanpa harus mengikuti 
arus para insinyur sipil pendahulunya yang berani mengebiri ilmu teknik sipil. Ia 
harus bersikap otonom dan independen dari kelompok dominan atau penguasa. Hal 
ini dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan gelarnya sebagai seorang 
insinyur teknik sipil.  
(23)  “Pak Dalkijo, saya ingatkan ada undang-undang nomor 18 
tahun 1990; pemborong wajib menjamin bangunan yang 
dikerjakan bisa dimanfaatkan setidaknya selama sepuluh 
tahun.” (P/HT/17/186) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, Kabul sebagai representasi intelektual 
tradisional yang bersikap profesional, Kabul mengingatkan Dalkijo insinyur 
seniornya terhadap UU bagi pemborong yang baginya wajib untuk 
mempertanggungjawabkan bangunannya selama lebih kurang selama sepuluh 
tahun. Penerapan keilmuan dan etika dalam undang-undang inilah yang 
menunjukkan bahwa Kabul merupakan intelektual tradisional yang otonom, yang 
pekerjaannya harus memperhatikan etika profesinya sebagai seorang insinyur. 
Sikap Kabul memilih posisi sebagai ilmuwan dan teknisi tidak lebih dikarenakan 
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tekanan kekuasaan Orde Baru yang menjadikannya tidak cocok bekerja di 
lapangan.  
Pemertahanan prinsip keilmuannya malah dianggap menentang kebijakan 
pemerintahan Orde Baru dan Kabul diancam akan diteliti menggunakan label 
bersih lingkungan oleh Kader Partai. Keadaan tersebut menunjukkan intervensi 
negara terhadap intelektual yang berusaha menentang kekuasaan rezim guna 
mempertahankan prinsip keilmuan di lapangan. Menurut Dhakidae (2003:337) 
bahwa “mempertahankan otonomi intelektualnya dalam Orde Baru pada dasarnya 
adalah tindakan yang senantiasa menempatkan seseorang berhadapan langsung 
dengan intervensi negara”. Jadi, jelaslah bahwa tindakan Kabul menunjukkan 
sikapnya sebagai intelektual tradisional dengan memilih posisi ilmuwan dan 
teknikus akibat intervensi negara di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. 
 
4.2.2.2 Pemanfaatan Pragmatisme Intelektual Organik  
Sebelum menjelaskan tentang peran Dalkijo sebagai intelektual organik 
lebih lanjut, sebaiknya ditinjau kembali pendapat Patria dan Arief (2003:161) 
bahwa “intelektual organik merupakan intelektual yang berasal dari kelas borjuis 
dan memihak mereka, bisa juga berasal dari kelas buruh dan berpihak pada 
perjuangan buruh itu”. Bahwa intelektual organik dapat berasal dari dua kelas yang 
bertentangan, dari kelas borjuis dan proletar. Keduanya sama-sama berperan dalam 
menyebarluaskan hegemoni penguasa dan “menguniversalisasi” pandangan 
penguasa. Universalisasi yakni melakukan indoktrinasi ideologi penguasa kepada 
subordinat sehingga terjadi keberterimaan atau common sense. Common sense 
adalah sebuah ideologi yang menjadi dasar pemikiran dalam menilai suatu hal, baik 
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atau benar, baik atau buruk menurut sistem penguasa sehingga segala tindakan 
penguasa dapat dibenarkan bahkan masuk akal karena dilakukan dengan rutin.  
Kegiatan universalisasi ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan 
penguasa. Intelektual organik bertugas untuk menjamin stabilitas yang bermakna 
inkorporasi subordinat ke dalam sistem yang berlaku, yakni ideologi, moral, dan 
kultur penguasa.  
Dengan demikian, dapat dilanjutkan pada pengertian posisi Insinyur Dalkijo 
sebagai intelektual organik kaum borjuis, yaitu pemerintah Rezim Orde Baru. 
Berikut kutipan yang menunjukkan bahwa Dalkijo merupakan intelektual organik 
kaum borjuis yang berusaha menguniversalisasi pandangan penguasa terhadap 
Kabul. Bahwa Kabul harus menerima keadaan, dan mengikuti arus politik yang 
sedang berkuasa serta menikmati keutungannya.  
 
(24) “Ah Dik Kabul ini seperti hidup di awang-awang. Pijaklah 
bumi dan lihat sekeliling. Seperti yang sudah pernah 
kukatakan, orang-orang proyek seperti kita harus pandai-
pandai bermain.”  (P/HE/5/24) 
 
Penyampaian istilah “seperti hidup di awang-awang” serta “pijaklah bumi 
dan lihat sekeliling” bahwa kehidupan Kabul seperti impian yang mustahil untuk 
berbuat jujur pada pelaksanaan proyek dan disarankan untuk menghadapi dan 
mengikuti realitas yang ada, yakni mengikuti arus Orde Baru. Karena dengan 
bertindak seperti Dalkijo yang merasa diuntungkan dengan posisinya sebagai orang 
proyek di masa Orde Baru adalah suatu keharusan. Dalkijo membenarkan dan 
berusaha mengarahkan pemikiran Kabul, bahwa sistem serta pemikiran Rezim 
Orde Baru diterapkan untuk kebaikan bersama.  
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Perolehan keuntungan bagi setiap pribadi intelektual seperti Dalkijo inilah 
yang menurut Dhakidae (2003:336) sebagai “salah satu faktor penyebab krisisnya 
ilmu sosial adalah para akademisi kehilangan arah di tengah kekuatan negara dan 
modal. Indonesia dilanda oleh semangat berhala terhadap angka, 
‘Zahlenfetishimus’”. Pertanggungjawaban atas etika keilmuwan oleh kaum 
intelektual seakan musnah karena keuntungan yang didapatkan berupa perhitungan 
angka-angka rupiah serta ketergantungan terhadap arus modernisasi yang sedang 
dijalankan dan diterapkan pemerintahan Orde Baru sehingga para borjuis berlomba 
untuk memodernkan dirinya bahkan keluarganya. Oleh karena itu, Dalkijo sebagai 
intelektual organik Rezim mengarahkan Kabul untuk bersikap seperti dirinya 
dengan mengikuti langgam permainan guna memperoleh keuntungan. Seperti 
halnya yang telah disampaikan di atas bahwa Dalkijo berusaha meyakinkan Kabul 
apabila sistem yang diterapkan oleh Orde Baru sangat mendukung posisinya 
sebagai seorang Insinyur pelaksana dan kepala proyek seperti pada kutipan berikut.  
 
(25) “Makanya Dik Kabul, lebih baik bersikap seperti saya saja 
lah. Ikuti langgam serta permainan yang ada dan sabetlah 
keuntungan. Bila perlu kita jadi koboi, he-he.” (P/HE/6/24) 
 
Tugas intelektual organik menurut Sugiono (2006:43), salah satunya adalah 
membentuk blok historis (konstelasi politik) memproduksi hegemoni, dan 
menguniversalisasi pandangan dunia kelompok penguasa guna mendapatkan 
“persetujuan aktif”11 subordinat dalam mengawetkan legitimasi kelompok 
penguasa. Membentuk blok historis dalam artian membentuk konstelasi politik, 
                                                 
11 Penerimaan sukarela serta dukungan subordinat karena common sense 
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perkumpulan orang-orang atau kelompok yang memiliki visi misi bersama, dengan 
memproduksi hegemoni dan berusaha menguniversalisasi pandangan penguasa 
sebagai tujuan bersama. Konstelasi politik ini bertujuan untuk memenangkan 
“persetujuan aktif” dari para subordinat sehingga berakibat pada awetnya legitimasi 
penguasa. Dalam kasus ini, para pendukung dan penguasa adalah Orde Baru 
merupakan suatu bentuk konstelasi politik yang berhasil bertahan selama lebih 
kurang 32 tahun dalam perpolitikan Indonesia.  
Universalisasi pandangan penguasa Rezim Orde Baru melalui intelektual 
organik dengan mengangkat penerapan Demokrasi Pancasila secara benar “versi 
Orde Baru”, hanyalah jalan untuk memonopoli pemikiran subordinat yang 
diarahkan pada monolitik dengan mengontrol ideologi subordinat. Monopoli 
tersebut merupakan sebuah upaya pelanggengan legitimasi dalam mereda sikap 
kritis dan resistensi subordinat. Berikut pendapat Dhakidae (2003: 335) terhadap 
penerapan Demokrasi Pancasila oleh Orde Baru. 
Pancasila, baik dalam arti doktrin maupun dalam arti 
sesungguhnya sebagaimana ditafsirkan dan dijalankan oleh 
Orde Baru yaitu “kontrol terhadap pikiran” dan “monopoli 
tafsir” tentang gejala kehidupan ekonomi, politik, dan 
kebudayaan, dengan tujuan dan dengan akibat 
melanggengkan suatu jenis organic state secara tidak sadar 
menjadi sesuatu yang ditawarkan dan dijual dalam 
transaksi penelitian yang dikerjakan oleh ilmuwan sosial 
Indonesia.  
 
Pada novel Orang-orang Proyek ini, digambarkan bukan pada ilmuwan 
sosial melainkan cendekiawan bukan sosial atau teknik sipil yang memosisikan diri 
sebagai teknisi di lapangan proyek. Selain itu, Dalkijo juga berperan sebagai kader 
partai GLM yang berarti sebagai anggota konstelasi politik Orde Baru harus 
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mewujudkan organic state atau negara organik yang dirancang dalam sebuah 
pemikiran politik penguasa. Berikut kutipannya. 
(26) Atau lagi Ir. Dalkijo yang nyatanya adalah tokoh GLM akan 
memecat Kabul karena tidak loyal. Ya, loyalitas yang buta 
adalah budaya yang sangat dipentingkan dalam kultur GLM. 
(N/HP/17/149) 
 
Posisi Dalkijo sebagai seorang kader partai dan kepala proyek 
menempatkannya pada kedudukan dominan. Oleh karena itu, kedudukannya saat 
itu mengakibatkan kepemilikan kekuasaan terhadap bawahannya termasuk Insinyur 
Kabul dan seluruh pekerja proyek. Menurut Budiardjo (1991:13) bahwa upaya 
penyelenggaraan kekuasaan melalui jalan kekerasan adalah cara paling ampuh 
untuk mengikuti kemauan si penguasa secara paksa. Selain itu, juga terdapat upaya 
yang lunak melalui persuasi sehingga terjadi penerimaan aktif subordinat. Upaya 
tersebut sering dipakai oleh pelaku yang berpengaruh dan berkuasa. Jalan kedua 
inilah yang sering dilakukan Insinyur Dalkijo terhadap Insinyur Kabul sebagai 
bawahannya. Namun, karena idealisme Kabul, Dalkijo terpaksa melakukan jalan 
yang pertama melalui upaya kekerasan dengan memberikan ancaman untuk 
mengintervensi tokoh Kabul, seperti pada kutipan berikut.  
(27) “Baik! Tapi jangan salahkan saya bila Dik Kabul harus 
menghadapi interogasi aparat keamanan. Dan ini Dik Kabul. 
Idealismu tidak akan  membuat Dik Kabul jadi pahlawan. 
Kecuali Don Kisot!” (P/DP/18/206) 
 
Intelektual organik merupakan intelektual individu dalam sebuah 
keanggotaan kelompok penguasa yang kegiatannya diarahkan untuk memproduksi 
dan menyebarkan filsafat, teori politik maupun teori ekonomi sebagai sebuah 
pandangan dunia yang koheren guna mencapai dan memelihara “hegemoni sosial 
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dan pemerintahan politik” (Gramsci, 1999:12). Pandangan penguasa ini 
diinternalisasi kepada subordinat dan dipastikan menjadi cara pandang subordinat 
yang mengarah tunggal kepada monolitik penguasa. Pandangan ini dikemas seolah-
olah merujuk pada kepentingan bersama baik penguasa maupun subordinat.  
Gambaran krisis keilmuwan yang berakibat pada melemahnya tanggung 
jawab seorang intelektual terhadap keilmuwan bukan hanya digambarkan oleh 
Dalkijo saja, melainkan juga para anggota pejabat pemerintahan Orde Baru yang 
menurut Adam Malik bahwa kebangkrutan kelembagaan, institutional bankrupty, 
yang dihadapi Orde Baru di mana DPR tidak lebih dari penganut 5D yaitu datang, 
duduk, dengar, diam, dan (terima) duit (Dhakidae, 2003:316). Pada novel Orang-
orang Proyek krisis ini juga dilakukan oleh anggota DPR sebagai perwujudan 
kehambaan pada rupiah dan perhitungan ekonomi. Fungsi intelektualnya sebagai 
wakil rakyat dan tanggung jawab moral etika keilmuwan terabaikan seperti pada 
kutipan berikut. 
 
(28) Di tahun 1991 ini Kabul sering membaca kritikan pedas 
tehadap para anggota dan lembaga DPRD. Secara 
kelembagaan DPRD sering dicap hanya menjadi tukang 
stempel atau aksesori pemerintah Orde Baru. Rakyat jadi 
pemilih sangat naif yang hanya dipinjam namanya. 
Keterwakilan mereka di lembaga legislatif sangat rendah. 
Amanat rakyat pemilih kurang tersalurkan dan lebih banyak 
menjadi bahan retorika para politikus.( N/HP/3/55) 
 
Begitulah penggambaran intelektual organik di masa Orde Baru yang 
dijabarkan dalam alur cerita. Sikap-sikap para intelektual yang seharusnya 
berfungsi menjaga martabat manusia dan peduli terhadap sesama, serta 
bertanggung jawab terhadap etika keilmuwan diabaikan hanya untuk berhala 
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terhadap perhitungan ekonomi. Keadaan ini terjadi sebagai akibat krisis yang 
dialami para intelektual dalam menentukan arah di tengah kapitalisme negara 
berupa modal dan kekuasaan. Keinginan ke arah modernisasi yang dijanjikan rezim 
membuat mereka mampu “mengebiri” ilmu pengetahuan sehingga intelektual yang 
seharusnya berada pada posisi sebagai seorang intelektual, ilmuwan, dan teknikus 
pun diabaikan. Hal ini karenak intelektual dihadapkan pada intervensi negara jika 
mempertahankan otonomi intelektualnya yang bisa diindikasi menentang rezim.  
 
4.2.3 Wayang dan Lengger Wujud Masyarakat Sipil sebagai Propaganda  
Masyarakat sipil dalam konsepsi Gramsci adalah sekumpulan atau 
sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, terbebas dari intervensi negara, 
dan oleh para naturalis disebut sebagai ‘negara alami’karena perkumpulan ini tidak 
memandang kelas serta memiliki visi misi yang sama untuk kepentingan 
kelompoknya tersebut. Masyarakat sipil tidak terlibat dalam struktur kenegaraan. 
Pada Novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari ini ditemukan adanya 
masyarakat sipil berupa perkumpulan pekerja seni dalam pertunjukkan wayang 
yang diitervensi oleh negara guna memberikan dukungan kepada golongan partai 
penguasa atau GLM.  
Sekumpulan individu-individu tersebut diminta untuk mengganti cerita, 
lakon wayang, serta pupuh atau lagu di dalam pertunjukkan wayang. Hal ini 
dilakukan untuk mempengaruhi warga mendukung dan setia kepada GLM melalui 
kebudayaan wayang. Seperti yang telah diketahui bahwa wayang merupakan 
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pertunjukkan sakral orang Jawa sehingga ideologi yang tercipta di dalam alur 
penceritaan wayang akan mudah diterima dan dianut warga. Berikut kutipannya. 
(29) “Eh, di masa pembangunan semua dalang harus kreatif 
mencipta lakon yang bersemangat Orde Baru. dan Gatotkaca 
Kembar Tiga menceritakan ada tiga Gatotkaca. Yang satu 
berkampuh warna hijau, satu lagi berkampuh warna merah, 
dan yang lain berkampuh warna lambang GLM. Dan akhir 
cerita membuktikan, Sang Gatotkaca yang berkampuh warna 
GLM-lah yang asli. Lainnya palsu dan kerjanya bikin kacau 
negara.” (P/DB/2/81) 
 
(30) “Ya! Tapi jangan lupa, mintalah orang dinas kebudayaan 
mengubah pupuh-pupuh atau lirik nyanyian lengger. 
Sesuaikan kata-katanya dengan semangat Orde Baru.” 
(P/DB/4/82) 
 
Pada dua kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa indoktrinasi ideologi bukan 
hanya terbatas pada penggunaan koersi melalui dominasi saja, melainkan hegemoni 
langsung melalui kebudayaan sakral adat Jawa. Kebudayaan yang seharusnya 
murni untuk kebudayaan dan seni itu sendiri dicampurtangan untuk kepentingan 
politik dan menghimpun massa guna mendukung GLM. Masyarakat sipil yang 
terkumpul dalam pekerja seni wayang tersebut telah digunakan untuk kepentingan 
lain melalui kekuasaan negara. Hal ini dinyatakan oleh Herlambang (2015:5) bahwa 
“ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah 
Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, 
seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku 
pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra”.  
Salah satu bentuk kebudayaan yang digambarkan pada novel Orang-orang 
Proyek ini adalah kesenian wayang, kesenian tradisional masyarakat Jawa. Melalui 
wayang, Rezim Orde Baru melakukan penyebaran ideologi untuk terus mendukung 
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GLM dengan mejelekkan partai lain. Penggantian tokoh, alur cerita, serta pupuh di 
dalam lengger merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika kesenian Jawa yang 
hanya digunakan sebagai sarana propaganda pendukung rezim. Pelanggaran ini pun 
dilakukan oleh para pekerja seni wayang yang seharusnya mampu mempertahankan 
prinsip tradisional dan kesakralannya. Namun, karena intervensi partai penguasa, 
maka kesakralan kesenian wayang berubah menjadi ajang propaganda partai.  
  
4.2.4 Konsensus: Tunduknya Rakyat terhadap Rezim Orde Baru 
Konsensus merupakan kesepakatan yang terjadi antara penguasa dan yang 
dikuasai atas subordinasi mereka sehingga disebut sebagai “persetujuan aktif”. Bagi 
Gramsci, bahwa konsensus yang diterima oleh subordinat bersifat pasif. Karena 
pertentangan kelas tersebut, dinetralisasi oleh kaum penguasa dengan pengawasan 
yang ketat terhadap yang dikuasai sehingga pertentangan melemah dan pemenuhan 
kebutuhan oleh kaum subordinat merupakan faktor penting dan lebih diutamakan. 
Penerimaan subordinat terhadap penguasaan atas dirinya, tidak terlepas dari 
kedudukan atau posisi sah penguasa (Patria, 2009: 126—127 ) di  dalam struktur 
masyarakat.  
Pada novel Orang-orang Proyek digambarkan oleh keberterimaan 
masyarakat dan buruh atas penguasaan para kader Rezim Orde Baru. Masyarakat 
menganggap hal korupsi dan tindakan sewenang-wenang para kader partai 
merupakan hal yang wajar dan dapat diterima karena kekuasaan dan keberhasilan 
Orde Baru yang senantiasa ditonjolkan. Hal ini, dikarenakan kegiatan ini terjadi 
secara terus-menerus, masyarakat didoktrin melalui berbagai media untuk selalu 
mendukung Orde Baru dan menyingkirkan komunis, serta kekuasaan yang 
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dilindungi oleh UU dengan mengatasnamakan stabilitas pembangunan dan 
keamanan negara. Masyarakat merasa tidak mampu untuk menentang dan 
memperjuangkan hak mereka dikarenakan tekanan dan ancaman pemerintahan 
Rezim Orde Baru. Selain itu, masyarakat merasa bergantung kepada pemerintahan 
rezim dalam bertahan hidup dan dengan mengikuti arus Orde Baru lah mereka 
mendapat pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan seperti digambarkan pada 
kutipan berikut. 
(31) Ya, kecurangan memang sudah menjadi barang biasa. Maka 
Dalkijo juga pernah bilang kepada Kabul, si jujur adalah 
orang yang menentang arus dan konyol. Blo’on. Mungkin. 
Namun bagi Kabul kejujuran sebenarnya bukan suatu hal 
yang istimewa. Dialah yang seharusnya dianggap biasa. 
(N/HP/2/52) 
 
Pada kutipan tersebut Dalkijo yang merupakan kader partai GLM 
menyarankan Kabul untuk mengikuti arus politik yang sedang dijalankan oleh 
Bapak Pembangunan. Jika Kabul berusaha menentang arus, maka Kabul dinyatakan 
sebagai orang yang konyol dan bloon. Pemikiran inilah yang didoktrinkan kepada 
masyarakat agar tetap tunduk dan patuh terhadap kepemimpinan rezim. Selain itu, 
intervensi terhadap siapa pun yang berusaha menentang arus pemerintahan dan 
kebijakan Orde Baru, merupakan bentuk andil negara dalam menetralisasi dan 
meredam resistensi masyarakat, seperti yang telah disampaikan pada subbab 
sebelumnya.  
Menurut Dhakidae (2003:317) bahwa “semuanya ini terjadi karena adanya 
hubungan kekuasaan yang korup dan krisis yang terjadi di dalam ideologi. Krisis 
dalam ideologi bukan terjadi karena ditinggalkan akan tetapi justru karena selalu 
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dianggap dipegang dari waktu ke waktu”.  Dengan demikian, bahwa tindakan 
korupsi dan kekuasaan pejabat terhadap masyarakat merupakan hal wajar dan dapat 
diterima. Hal ini, berkembang dan tumbuh menjadi paradigma dalam pemikiran 
masyarakat karena tindakan tersebut telah terjadi berulang-ulang dan dianggap 
biasa. Berikut kutipannya.  
(32) Kabul bangun menegakkan punggung. Dia terkesan atas kata-
kata Pak Tarya. Masyarakat sudah menganggap laku edan 
sebagai hal biasa? Kalau begitu, kecenderungan ini akan 
tumbuh menjadi bangunan nilai? Ya? Seharusnya tidak. Sebab 
bila ya, jalan di depan pasti buntu. (N/HT/5/68) 
 
Pada kutipan tersebut, dijelaskan bahwa jika masyarakat menganggap hal 
korupsi sebagai hal yang biasa, maka lama-kelamaan akan berubah dan tumbuh 
menjadi bangunan nilai monolitik penguasa. Jika hal ini terjadi, maka masa depan 
bangsa akan dipertaruhkan. Ideologi tersebut akan menjadi pemikiran generasi 
selanjutnya, yang sebenarnya tidak pantas lagi disebut sebagai ideologi. Pemikiran 
untuk melakukan pembenaran terhadap penyimpangan yang dilakukan penguasa, 
sebagai hal yang wajar dan lumrah.  
“Kita seakan-akan tersadar bahwa ideologi yang [di] ulang-
ulang itu telah menjadi rutin , telah menjadi “hal yang biasa”, 
tanpa memberikan arti apa-apa dan kita tersadar bahwa 
kerutin-an itu sesungguhnya adalah penyimpangan sebab 
sekali ideologi itu tidak lagi berbicara, tak lagi sanggup 
menjadi bingkai, atau kaca mata dalam melihat dan 
menerjemahkan realitas, maka ia sudah tidak berhak lagi 
disebut ideologi” (Dhakidae, 2003:317). 
 
Ironisnya masyarakat kian mengikuti ideologi tersebut, karena pendidikan 
yang kurang memadai dan ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak berpolitik 
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sehingga masyarakat mudah dimobilisasi oleh manusia-manusia politik dalam 
mengerahkan dukungan massa. Hal ini tergambar pada kutipan berikut.  
(33) “Betul. Mereka menikmati kegembiraan semu, bahkan tragis. 
Ya, tragis karena mereka tidak menyadari telah menjadi 
korban, menjadi tumbal bagi ambisi orang-orang partai. Dan 
semua ini terjadi karena massa kebanyakan kurang terdidik 
sehingga buta akan hak-hak politik mereka. Akibatnya 
mereka jadi sangat mudah digiring kesana-kemari, ditipu, dan 
akhirnya dimobilisasi. Yang sedang kita lihat ini adalah 
mobilisasi atau pengerahan massa yang mengerikan. 
Celakanya, selain GLM, dua partai lain melakukan hal yang 
sama. Mereka memanfaatkan dengan licik kebodohan massa 
untuk tujuan-tujuan politik mereka ...” (N/HP/28/217) 
 
Kutipan tersebut cukup menjelaskan keadaan perpolitikan Indonesia pada 
masa Rezim Orde Baru. Para pelaku politik memanfaatkan kelemahan pendidikan 
masyarakat dalam hal berpolitik, guna mencapai tujuan kelompok tertentu. 
Kelompok ini, merasa mewakili masyarakat secara luas sehingga kepentingannya 
dianggap sebagai kepentingan warganya. Dalam hal ini, tergambar kembali 
bagaimana kapitalisme negara terwujud dalam pemerintahan dan ranah perpolitikan 
Rezim Orde Baru. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak-hak dalam 
berpolitik dan menentukan kehidupannya sendiri, malah diatur oleh sekelompok 
borjuis yang terangkum dalam sebuah organsasi politik yang merasa mewakili dan 
berhak menentukan kepentingan massa. Pendidikan masyarakat yang kurang 
memadai inilah membuat masyarakat mudah dimobilisasi, tingkat kekritisan 
mereka berkurang, dan daya resistensi pun melemah. Dengan demikian, tercipta 
stabilitas kekuasaan yang mengarah pada legitimasi penguasa dan masuknya 
subordinat ke dalam ideologi, moral, dan kultur penguasa melalui sebuah konsensus 
61 
 
    
 
yang dinamakan “persetujuan aktif” yang sebenarnya adalah bersifat pasif karena 




BAB V  
PENUTUP 
5. 1 Simpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 
dirumuskan simpulannya adalah potret kekuasaan Orde Baru di dalam Novel 
Orang-orang Proyek adalah penerapan kapitalisme negara yang bersifat otoriter. 
Pemerintah menjadi subjek pengelola negara dan penentu kebijakan sehingga 
memiliki hak mendominasi masyarakat yang hanya diposisikan sebagai objek, 
penerima, dan partisipan kebijakan. Struktur pembangunanisme yang diterapkan di 
Indonesia pada masa Rezim Orde Baru mendukung kegiatan korupsi yang 
dilakukan para oknum pejabat, sipil, dan militer. Pemerintah Orde Baru 
menggunakan tameng menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan untuk 
melaksanakan feodalisme, penyeragaman ideologi, pelanggaran HAM, dan 
korupsi.  
Strategi pelanggengan kekuasaan Orde Baru dalam Novel Orang-orang Proyek 
karya Ahmad Tohari menurut tinjauan hegemoni Gramsci 
1. Penggunaan stigma komunis sebagai aparatus hegemoni dan Kader GLM 
sebagai aparatur dominasi. 
2. Pemanfaatan kesetiaan intelektual organik yang pragmatis dan 
mementingkan perhitungan ekonomi dan modernitas, Ir. Dalkijo dan  
oknum pejabat DPRD, untuk melakukan indoktrinasi ideologi penguasa 
kepada masyarakat sehingga mencapai common sense dan konsensus. 
63 
 
    
 
3. Pengekangan terhadap para idealisme, Ir. Kabul, yang mencita-citakan 
kejujuran dan murninya penerapan ilmu teknik sipil di lapangan untuk 
kepentingan masyarakat dengan menggunakan intervensi negara melalui 
lebelisasi bersih lingkungan. 
4. Penggunaan otoriter kekuasaan kepada masyarakat sipil untuk melakukan 
propaganda mendukung partai golongan melalui kebudayaan wayang dan 
pupuh dalam lengger. Tujuan akhirnya mendapat konsensus masyarakat 
sehingga terjadi kelanggengan kekuasaan. Hal ini disebabkan intervensi 
negara, otoriter, pengekangan, serta berbagai hegemoni yang disebarkan 
oleh kaum intelektual dan masyarakat sipil melalui berbagai media, serta 
netralisasi yang digunakan pemerintah untuk mencegah resistensi terjadi. 
Cara yang digunakan pun beragam, melalui indoktrinasi ideologi sampai 
pada penggunaan koersi (kekuasaan negara, ancaman, dan kekerasan).  
 
5. 2 Saran 
1. Bagi Peneliti 
Analisis terhadap novel terutama Orang-orang Proyek yang ditinjau dari 
sudut pandang teori ekonomi politik masih jarang dilakukan. Kebanyakan 
penelitian terfokus pada ekstrinsik dan kondisi sosial dalam memengaruhi 
penulisan novel dan sikap pengarang. Teori ekonomi dan politik hanya 
digunakan sebagai penguat analisis. Oleh karena itu, diharapkan bagi 
peneliti selanjutnya dapat menggunakan kajian teori hegemoni Gramsci dari 
sudut pandang teori ekonomi dan politik, misalnya hegemoni yang berusaha 
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disebarkan intelektual organik dari kalangan proletar sebagai upaya 
melakukan perang posisi melawan hegemoni borjuis, reformasi sebagai 
bentuk bibit perlawanan pada krisis hegemoni borjuis, dan faktor-faktor di 
balik tunduknya rakyat kepada pemerintahan Orde Baru. Konsensus atas 
subordinasi pemerintah perlu dijelaskan lebih detil. Dengan demikian dapat 
mengutuhkan penelitian sastra terhadap Orde Baru.   
2. Bagi Pendidik 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pratinjau bagi pendidik dalam 
mempertimbangkan novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari 
sebagai bacaan wajib dan materi ajar dalam pembelajaran. Novel ini dapat 
dimanfaatkan sebagai alternatif sumber pembelajaran sejarah tentang 
kekuasaan Orde Baru. Nilai-nilai sosial yang meliputi keteguhan beragama, 
keteguhan mempertahankan idealisme prinsip keilmuan, dan saling 
toleransi antarsesama dapat menuntun siswa untuk bersikap realistis untuk 
lebih cinta terhadap tanah air dan mendahulukan kepentingan bersama 
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Lampiran 2 Sinopsis 
SINOPSIS  
Novel Orang-orang Proyek Karya Ahmad Tohari 
 
Banjir telah melanda Sungai Cibawor. Pak Tarya yang biasa memancing di 
sungai tersebut tidak segera memasang pancing. Ia malah memainkan seruling 
dengan lirih, karena Ia tahu tidak akan ada ikan di saat air sedang keruh. Tanpa 
disadarinya hadir seorang Insinyur pelaksana proyek. Ia terhanyut pula oleh 
permainan suling Pak Tarya. Gerakan nyata yang dibuat Insinyur Kabul membuat 
Pak Tarya menghentikan permainan sulingnya. Mereka akhirnya berbincang-
bincang tentang kerusakan tiang pancang jembatan akibat banjir besar yang 
melanda Sungai Cibawor tersebut. Menurut penjelasan Kabul, bahwa kerusakan 
tersebut dapat dihindari, jika urusan politik tidak ikut campur dalam perancangan 
dan pelaksanaan pembangunan jembatan. Rekomendasi para perancang untuk 
memulai pembangunan pada musim kemarau diabaikan demi mengejar waktu. 
Karena jembatan akan digunakan sebagai ajang kampanye partai penguasa. 
Akhirnya pekerjaan pun harus diulang dari awal dan menyebabkan kerugian besar. 
Pak Tarya menanggapinya dengan tertawa. Ia menganggap hal ini biasa terjadi pada 
orang-orang proyek, sebagai kesempatan untuk melakukan penggelembungan 
dana. Sebenarnya Kabul merasa tersinggung atas pernyataan Pak Tarya tersebut, 
karena secara tidak langsung Pak Tarya mengatakan bahwa orang-orang proyek 
seperti Kabul adalah orang yang main curang dan korup.  
Radio Kabul berbunyi sehingga Ia harus berpamitan kepada Pak Tarya untuk 
kembali ke proyek. Pak Tarya kembali asyik memainkan serulingnya. Terlalu 
dalam hingga Ia pun terhanyut dalam suasana serulingnya. Mengingat peristiwa 
dimana Ayahnya dibunuh oleh para pemuda yang dibelanya, Ayah Pak Tarya 
meminta agar jembatan tidak dihancurkan karena akibatnya akan lebih buruk. 
Namun Ia malah dianggap sebagai komplotan Belanda, akhirnya Ia diledakkan 




dunia luar. Kehadiran bayangan Ayahnya membuat Pak Tarya tersentak, bangun 
dari lamunannya dan Ia mulai memasang pancing karena air telah berbau lumut.  
Proyek jembatan yang terletak di tengah bulak tersebut menjadi kota kecil 
yang sepi dan kering di siang hari dan berubah menjadi pasar malam di malam hari. 
Para penduduk berkumpul untuk menyaksikan pembangunan jembatan. Lebih dari 
seratus pekerja resmi bekerja di proyek tersebut, antara lain tukang batu, perancang 
besi, mandor, beberapa insinyur, dan kuli-kuli. Selain itu warung-warung besar dan 
kecil tampak berjajar memenuhi proyek pembangunan jembatan. Mereka berasal 
dari berbagai adat dan kesukuan. Lapangan pekerjaan yang secara besar-besaran 
hadir dalam sesaat. Penduduk menganggap proyek tersebut sebagai dambaan lama 
yang mulai mewujud. Kecuali Pak Martasatang, seorang penarik rakit 
penyeberangan, yang tergusur pekerjaannya akibat pembangunan jembatan.  
Pak Tarya dan Insinyur Kabul kembali berbincang sambil memancing di 
bawah kerindangan pohon mbulu. Mereka membicarakan tentang warga atau 
masyaralat sekitar proyek yang ikut mencuri dan menjual material proyek. Menurut 
Pak Tarya, hal tersebut sudah biasa, karena warga banyak menyaksikan pagar 
makan tanaman. Para pejabat yang juga berwatak primitif alias serakah. Korupsi 
dan mencuri secara besar-besaran anggaran proyek negara demi kepentingan 
pribadi.  
Tiga bulan proses pelaksanaan proyek, Kabul sering uring-uringan, jengkel 
karena volume pekerjaan menurun akibat hujan sering turun. Hal ini tidak akan 
terjadi jika campur tangan politik tidak ikut dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan. Kabul paham benar, bendahara proyek wajib mengeluarkan dana 
untuk kepentingan partai penguasa. Proyek pembangunan jembatan yang dibiayai 
dari pinjaman dana luar negeri dibancak oleh oknum partai penguasa. Bukan hanya 
pejabat dan oknum penguasa saja, melainkan warga sekitar juga melakukan 
kenakalan dengan menjual material proyek. Hal ini sebagai akibat dari tindakan 
curang kaum pejabat dan orang-orang proyek sehingga warga menganggap mencuri 
sebagai hal yang biasa pula. Menyaksikan kenyataan tersebut, Dalkijo sebagai 
atasan Kabul tidak merasa dirugikan. Ia malah merasa diuntungkan, karena dengan 




melakukan permainan dalam proyek. Keterampilan melobi oknum pejabat, termin, 
sampai pada pengadaan barang yang berdampak pada kuantitas dan kualitas 
bangunan. Kabul sering merasa bahwa ‘permainan’ dalam proyek tersebut, 
merupakan bentuk pengkhianatan terhadap derajat keinsinyurannya. Karena hal ini 
mengakibatkan mutu bangunan dipertaruhkan. Namun, Ia merasa tidak bisa berbuat 
apa-apa, karena tindakan ini telah menggejala dimana-mana bahkan sampai pada 
warga pun ikut melakukannya. Dalkijo selalu berusaha memengaruhi dan meminta 
Kabul untuk mengikuti langgam permainan dan hidup pragmatis, dengan alasan 
memperbaiki kehidupan dari sejarah kemiskinan keluarga. Kecintaan Dalkijo 
terhadap modernitas membuatnya takluk dan menghalalkan segala cara. Kabul 
seringkali menolak permintaan Dalkijo tersebut. Keinginannya untuk menegakkan 
demokrasi secara jujur tetap dipertahankan.  
Hari jumat pukul sebelas, Insinyur Kabul mendatangi proyek, merasa aneh 
karena proyek lengang. Ia terlupa bahwa hari itu adalah jumat. Ia menuju bedeng 
dan melihat perlengkapan shalat tersedia di ruangannya. Wati, sekretarisnya lah 
yang menyediakan. Kabul hanya mengambil kopiah dan baju koko saja, selanjutnya 
pergi ke masjid dan melaksanakan shalat jumat. Ia begitu dipandang dan dihormati, 
masyarakat sekitar memanggilnya Pak Insinyur. Setelah shalat selesai, Kades 
Basar, teman diskusi kampus yang juga mantan aktivis mengajak Kabul dan Pak 
Tarya untuk makan bersama di rumah. Mereka membicarakan tentang khotbah 
shalat jumat yang topiknya seringkali dibahas dan menjadi perdebatan di kampus 
dulu. Topik tersebut adalah “Bahwa Kanjeng Nabi tidak diutus, k-e-c-u-a-l-i untuk 
menyempurnakan akhlak manusia” yang artinya tujuan keberagamaan adalah 
penyempurnaan budi luhur, sedangkan lima rukun itu hanyalah sarana atau syariah. 
Kades Basar menjelaskan kepada Pak Tarya yang begitu ingin tahu perdebatan 
topik tersebut. Tapi agaknya Kabul merasa malas untuk menerangkannya. Ia selalu 
mencoba mengalihkan topik pada makanan. Sampai akhirnya, Ia memutuskan 
untuk tidur dan meninggalkan Pak Tarya dan Kades Basar. Alasan Kabul tidak 
ingin ikut berdiskusi tentang topik tersebut, dikarenakan keinginannya melihat budi 




kenyataan. Permainan kotor pada proyek yang digarapnya dilakukan juga oleh 
orang-orang yang mengaku beragama. 
Kades Basar mengatakan bahwa selain dia seorang sarjana dan mantan 
aktivis, Ia juga seorang kepala desa yang wajib tunduk patuh kepada orang 
pemerintah dan orang partai golongan. Akhirnya Pak Tarya dan Pak Kades 
berbincang tentang penyelenggaraan HUT golongan penguasa yang dilaksanakan 
di desa tersebut dengan memanfaatkan anggaran proyek pembangunan jembatan 
serta bandha desa yang akan terkuras habis.  
Sabtu pagi Kabul merasa lapar dan pergi ke warung Mak Sumeh. Mulut 
nyinyir Mak Sumeh tidak bisa dihentikan. Ia menyampaikan kepada Kabul tentang 
perasaan Wati. Mak Sumeh selah-olah menjadi mak comblang antara mereka 
berdua. Tapi Kabul tidak merespon perkataan Mak Sumeh. Namun, setiap Kabul 
melihat Wati merengut, sesaat hatinya berdebar dan merasakan getar cinta di 
hatinya.  
Kabul merenung tentang keadaan pendidikan pada saat itu, banyak orang 
yang tidak mencapai kecerdasan intelektual apalagi kecerasan emosional tingkat 
sarjana, bisa resmi mendapat gelar kesarjanaan beserta fasilitasnya. Gelar tersebut 
diperoleh dari universitas gurem penjual ijazah. Ternyata korupsi bukan hanya di 
bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Di tahun 1991, banyak 
kritikan pedas terhadap pejabat DPRD yang secara kelembagaan hanya dicap 
sebagai tukang stempel atau aksesoris pemerintah Orde Baru. Rakyat menjadi 
pemilih naif yang dipinjam namanya. Keterwakilan mereka rendah.  
Di malam hari, saat Kabul ikut memancing bersama Pak Tarya, mereka 
kembali berdiskusi tentang para Insinyur yang rela mengebiri ilmu pengetahuan 
teknik sipil. Hal ini telah menjadi gejala dimana-mana sehingga banyak mutu 
bangunan dan keamanannya payah. Pada malam itu juga, tanggal 13 Juni 1991, 
Kabul berkata bahwa negara ini seperti tiang yang digerogoti rayap. Rayap tidak 
akan berhenti jika tiang yang digerogotinya keropos dan akhirnya ambruk. Begitu 
pula dengan para koruptor dan para intelektualnya dalam menggerogoti negaranya, 





Ikan pelus yang didapatkan Pak Tarya pada saat memancing di malam hari, telah 
dimasak di pagi harinya. Pak Tarya mengundang Kabul untuk sarapan bersama di 
rumahnya. Wati ikut dengan Kabul ke rumah Pak Tarya. Sambil menyantap 
makanan Kabul berbicara untuk keluar dari proyek karena ketidaksanggupannya 
dalam menerima segala kecurangan dan pengkhianatan terhadap keilmuannya. Dan 
Ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja di lapangan. Wati gelisah terhadap 
pernyataan Kabul. Di malam harinya, Kades Basar menerima tiga tamu Kader GLM 
yang membicarakan acara HUT GLM. Untuk acara tersebut, Kades harus 
mengerahkan seluruh potensi massa dan dana guna mendukung GLM. Terlebih 
kepada warga ET dan OT, serta mengganti cerita dan lakon wayang, pupuh dalam 
lengger untuk mendukung GLM. Jika tidak dturuti, konsekuensinya adalah 
pemecatan Kades Basar dari jabatannya. Setelah para tamu pergi Kades Basar 
merenung pusing bukan kepalang, merenungkan kerugian desa setelah acara HUT 
GLM.  
Pada pagi hari Kades Basar mendatangi Kabul untuk mendiskusikan 
masalah HUT GLM. Kerugian yang akan ditimbulkan terhadap proyek dan desa 
yang bukan hanya akan menghabiskan bandha desa melainkan juga kerusakan 
moral warganya. Oleh karena itu, Basar berjanji untuk mengurangi dampak 
kerakusan GLM bagi desanya, Ia bertahan menjadi kepala desa. Pada hari 
selanjutnya datanglah Kades Basar ke proyek dengan mengantarkan Pak Baldun 
Kader GLM untuk mengajukan permintaan material proyek guna membangun 
masjid. Masjid yang akan diresmikan ketua GLM pada HUT partai. Kabul berusaha 
untuk tetap menjaga mutu jembatan, dengan memberikan sisa material proyek 
untuk pembangunan masjid. Pak Baldun tidak mau menerima sisa, Ia menginginkan 
material proyek yang baru dan ada saat ini. Kabul menolak, tetapi justru penolakan 
itu dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap Rezim. Pak Baldun mengancam 
akan mencari data-data tentang Kabul dengan labelisasi bersih lingkungan, bahaya 
komunis, dan penghambat pembangunan. Setelah Pak Baldun pergi, Pak Tarya, 
Kades Basar, dan Kabul bersiasat mengurangi dampak rendahnya mutu bangunan 
menggunakan dana pribadi dalam memberikan bantuan material untuk 




Akhirnya pembangunan struktur jembatan yang merupakan tanggung jawab 
Kabul telah selesai. Tinggal membuat lantai jembatan. Keadaan material proyek 
pun tidak membaik. Besi pancang yang digunakan adalah besi pancang bekas 
pantura. Kabul pun tidak bisa menerima kecurangan ini lagi, sebab Ia tahu dampak 
penggunaan besi bekas pada pembangunan lantai jembatan. Hanya bisa digunakan 
satu sampai dua tahun saja. Ia pun memutuskan untuk keluar dari proyek. Ia 
kembali ke rumah Biyungnya. Meski sudah tidak bekerja di proyek tersebut, Kabul 
menyempatkan hadir pada peresmian jembatan dan HUT GLM. Hampir jam dua 
belas, ribuan massa GLM menggiring ketuanya untuk shalat jumat di masjid yang 
baru direhab total. Keadaan kontras terlihat, para pejabat duduk di mobil ber-AC, 
sedangkan para massanya berdiri berjejalan seperti singkong di truk-truk bak 
terbuka. Mereka kepanasan, kehausan, dan kelaparan tanpa ada yang peduli. 
Mereka tidak sadar telah menjadi tumbal ambisi orang-orang partai. Pemandangan 
ini disebut sebagai mobilisasi atau pengerahan massa yang mengerikan. Kabul 
tegang ketika kendaraan pawai melewati jembatan, ketakutan akan ambrolnya 
jembatan penuh sesak di dada Kabul. Karena keyakinannya akan daya topang 
jembatan. Sampai akhirnya kendaraan terakhir dapat melewati jembatan tersebut 
sehingga Kabul dapat melegakan dadanya yang penuh sesak. Meskipun dia tahu 
bahwa dampaknya tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap dari keretakan 
hingga akhirnya kerusakan pada lantai dan struktur jembatan.  
Akhir Desember 1992, Kabul dan Wati telah menikah. Kabul bekerja di proyek 
swasta menjadi site manager pembangunan sebuah hotel di Cirebon. Libur akhir 
tahun Kabul dan Wati pergi ke rumah Biyung, yang artinya mereka harus melewati 
jembatan Sungai Cibawor yang digarapnya dulu. Saat di mulut persimpangan jalan 
terdapat papan dengan tulisan “jembatan rusak” dan ada penunjuk jalan alternatif. 
Kabul turun dari mobilnya menyaksikan mangkraknya jembatan yang dulu terlihat 
begitu gagah. Kini lantainya jebol dan aspal sudah retak di sepanjang jalan. Ia 
merasa kecewa, malu, pahit, dan marah tak bisa dihindarkan hingga kepalanya 
pening. Ia merenung sebentar, sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan proyek 









Bentuk kalimat/bentuk kekuasaan/ke-n/halaman 
Bentuk kalimat:  
D : Deskripsi 
N : Narasi 
P : Percakapan 
Bentuk kekuasaan: 
DP: Dominasi Politik 
DE: Dominasi Ekonomi 
DB: Dominasi Budaya 
HP: Hegemoni Politik 
HE: Hegemoni Ekonomi 
HB: Hegemoni Budaya 
HT: Hegemoni Tandingan 
DOMINASI POLITIK (DP) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  “Penguasa yang punya proyek dan para 
pemimpin politik menghendaki jembatan 
itu selesai sebelum pemilu 1992. Karena, 
saya kira, peresmiannya akan 
dimanfaatkan sebagai ajang kampanye 
partai golongan penguasa. ...” 
Kabul P/DP/1/7 
2.  Dan campur tangan itu ternyata tidak 
terbatas pada penentuan awal pekerjaan 
yang menyalahi rekomendasi para 
perancang, tapi juga masuk ke hal-hal 
lain.  
 N/DP/2/23 
3.  “Seperti Kabul, saya juga sarjana dan 
mantan aktivis. Tapi disini saya adalah 
kepala desa yang wajib tunduk kepada 
orang pemerintah dan orang partai 
golongan. Kalau mereka tidak ngrusuhi 








4.  “Terpaksa, Pak Tarya. Kalau tidak, 
apakah saya harus berhenti jadi kades 
hanya karena ketempatan acara HUT? 
Saya merasa kepedulian saya terhadap 
desa kelahiran ini sangat kuat. Itulah, 
maka saya memilih menerima menjadi 
tuan rumah acara HUT meski dengan 





5.  “Dewan Pimpinan Daerah Golongan 
Lestari Menang telah memutuskan HUT-
nya akan diselenggarakan di sini, di 




6.  “Sebagai Kepala Desa dan kader 
golongan, Anda sudah tahu apa 
kewajiban Anda. Sejak saat ini Anda 
masuk kelompok kami, panitia tingkat 




7.  “Jangan lupa warga yang ber-KTP 
dengan tanda OT atau ET. Ingatkan 
mereka akan peristiwa ’65 agar mereka 
dan seluruh keluarga mereka menjadi 
pendukung kita. Manfaatkan kekuasaan 
Anda ketika warga datang untuk minta 
tanda tangan demi melestarikan 
kemenangan GLM. Dan, Anda tidak akan 
memberikan atau memperpanjang surat 
izin usaha untuk toko, warung, kilang 
padi, dan sebagainya, kecuali mereka 




8.  “Tenda! Jangan lupa tenda. Karena yang 
jadi pembicara utama adalah menteru, 
maka soal tenda jangan dianggap kecil. 
Orang-orang proyek akan Anda minta 
melaksanakan pemasangan tenda upacara, 
tenda terbaik yang bisa didapat di 




9.  “Sepantasnya Ketua Umum GLM harus 




10.  Memang ya. Karena, sistem kekuasaan di 
bawah Golongan Lestari Menang, GLM, 
menempatkan jajaran perangkat desa dan 
kelurahan seluruh Indonesia menjadi 
onderbouw mereka. Jajaran perangkat 
desa adalah salah satu di antara tiga pilar 
penopang GLM. Dua pilar lain adalah 





Maka suka atau tidak, seorang kades 
seperti Basar sudah tercantum sebagai 
kader Golongan Lestari Menang. (Tohari, 
2004: 83) 
11.  Si Tamu-1 pasti akan menerormu dengan 
tuduhan sengit; loyalitasmu terhadap 
Orde Baru diragukan; tak mau 
berpartisipasi dalam pembangunan. Atau 
kamu akan diteliti, dikuliti, sampai 
mereka yakin bahwa kamu bersih 
lingkungan. Yakni bukan anak, 
kemenakan, sepupu jauh, satu buyut, 





12.  Mereka adalah ‘orang terlibat’ dan ‘eks 
terlibat’ PKI. Saya diperintah terus 
mengancam, sehingga mereka bersama 
anak cucu selalu tunduk, takut dan pasrah 





13.  Oh, GLM. Kalian memang telah 
bermurah hati memberi kesempatan 
kepada Kang Sanu dan teman-teman 
senasib mengikuti beberapa kali pemilu, 




14.  Namun, di balai desa Kang Sanu 
mendapat penjelasan, semua OT dan ET 
memang tidak mendapat undangan karena 




15.  Ya, sangat boleh jadi proyek ini sedang 
dikebut untuk mengejar target waktu. 
Untuk ajang pamer dalam HUT GLM 
bulan depan ajang kampanye pemilu 
setahun lagi. Basar sudah mendengar 
peresmian proyek ini akan dilakukan oleh 
Wapres dan menjadi ajang kampanye 




16.  “Kami datang kemari dengan 
rekomendasi dari Ketua GLM Provinsi 
dan dari Ketua DPRD Kabupaten. Malah 
manager Proyek, Bapak Insinyur Dalkijo 
telah membubuhkan disposisi dalam surat 
permohonan yang kami ajukan. Apakah 





Kader  GLM 
P/DP/16/142 
17.  “Baik. Tapi Anda akan saya laporkan ke 
atas. Saya akan cari data jangan-jangan 





Anda tidak bersih lingkungan. Sebab 
indikasinya mulai jelas. Masa iya 
dimintai bantuan untuk pembangunan 
masjid Anda banyak berbelit. Cukup. 
Selamat malam. Dan selanjutnya Anda 
tidak bisa mendapat proyek lagi. Atau 




Kader  GLM 
18.  “Baik! Tapi jangan salahkan saya bila 
Dik Kabul harus mnghadapi interogasi 
aparat keamanan. Dan ini Dik Kabul. 
Idealismu tidak akan  membuat Dik 
Kabul jadi pahlawan. Kecuali Don 
Kisot!” 
Dalkijo  P/DP/18/206 
19.  “Baik. Tapi Anda akan saya 
laporkan ke atas. Saya akan cari data 
jangan-jangan Anda tidak bersih 
lingkungan. Sebab indikasinya 
mulai jelas. Masa iya dimintai 
bantuan untuk pembangunan masjid 
Anda banyak berbelit. Cukup. 
Selamat malam. Dan selanjutnya 
mungkin Anda tidak bisa mendapat 
proyek lagi. Atau Pak Dalkijo akan 




DOMINASI EKONOMI (DE) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  Proyek ini, yang dibiayai dengan dana 
pinjaman luar negeri dan akan menjadi 
beban masyarakat, mereka anggap 
sebagai milik pribadi. 
Kabul N/DE/1/23 
2.  Belum lagi dengan oknum sipil maupun 
militer juga oknum-oknum anggota 
DPRD yang suka minta uang saku 
kepada bendahara proyek kalau mereka 
mau plesir keluar daerah.  
Kabul N/DE/2/23 
3.  Dia sudah membayangkan hasil lelang 
sewa sawah bandha desa sumber pokok 
pendapatan desa, akan berkurang sangat 
banyak gara-gara HUT-GLM. Padahal, 
tanpa adanya HUT itu pun hasil lelang 
selalu dibancak oleh orang kecamatan 
dan orang kabupaten hingga mencapai 








DOMINASI BUDAYA (DB)  
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  “Mungkin. Atau entahlah. Tapi agaknya 
mereka, masyarakat, terpaksa menerima 
perilaku edan sebagai hal biasa karena 
sudah menjadi hal keseharian yang 
terjadi di mana, kapan pun.”  
Pak Tarya  P/DB/1/68 
2.  “Eh, di masa pembangunan semua dalang 
harus kreatif mencipta lakon yang 
bersemangat Orde Baru. dan Gatotkaca 
Kembar Tiga menceritakan ada tiga 
Gatotkaca. Yang satu berkampuh warna 
hijau, satu lagi berkampuh warna merah, 
dan yang lain berkampuh warna lambang 
GLM. Dan akhir cerita membuktikan, 
Sang Gatotkaca yang berkampuh warna 
GLM-lah yang asli. Lainnya palsu dan 




3.  “Setelah dikalahkan oleh Gatotkada asli, 
maka dua yang palsu berbalik menjadi 




4.  “Ya! Tapi jangan lupa, mintalah orang 
dinas kebudayaan mengubah pupuh-
pupuh atau lirik nyanyian lengger. 
Sesuaikan kata-katanya dengan semangat 





HEGEMONI POLITIK (HP) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  Penduduk setempat menganggap 
proyek itu dambaan lama yang mulai 
mewujud. 
 N/HP/1/13 
2.  Ya, kecurangan memang sudah 
menjadi barang biasa. Maka Dalkijo 
juga pernah bilang kepada Kabul, si 
jujur adalah orang yang menentang 
arus dan konyol. Blo’on. Mungkin. 
Namun bagi Kabul kejujuran 
sebenarnya bukan suatu hal yang 
istimewa. Dialah yang seharusnya 
dianggap biasa.  
 N/HP/2/52 
3.  Di tahun 1991 ini Kabul sering 





anggota dan lembaga DPRD. Secara 
kelembagaan DPRD sering dicap hanya 
menjadi tukang stempel atau aksesori 
pemerintah Orde Baru. Rakyat jadi 
pemilih sangat naif yang hanya 
dipinjam namanya. Keterwakilan 
mereka di lembaga legislatif sangat 
rendah. Amanat rakyat pemilih kurang 
tersalurkan dan lebih banyak menjadi 
bahan retorika para politikus.  
4.  “Hal ini agaknya menjadi gejala umum 
dimana-mana. Sedihnya lagi, tak 
sedikit insinyur telah kehilangan 
komitmen profesi dan tanggung jawab 
moral keilmuan mereka, jadilah mereka 
bagian dalam barisan orang yang 
mengebiri ilmu teknik sipil. ...”  
Kabul P/HP/4/67 
5.  “Itu baik sekali, mari masuk. Kamu 
mimpi apa tadi malam Bu, kok 
sekarang kita menerima tamu orang 
penting? Yang satu pelaksana proyek, 
yang satu anak gadis putri anggota 
DPRD.”  
Pak Tarya  P/HP/5/76 
6.  “Kami tahu, Anda mampu menggalang 
dan mengerahkan semua potensi massa 
serta, dan ini sangat penting, potensi 
dana. Kepada seluruh warga hendaknya 
dikatakan mereka hanya punya satu 
pilihan yang tepat, yaitu Golongan 
Lestari Menang alias Orde Baru. 
karena, selain GLM isinya cuma 
politikus tukang omong kosong. 
Sedangkan kita, GLM, jagonya 
pembangunan. Maka Ketua Dewan 
Pembina kita digelari Bapak 




7.  Dulu, ketika bersama Kabul masih giat 
sebagai aktivis kampus, Basar yakin 
Orde Baru banyak melakukan 
penyimpangan. Semangat republik 
demokrasi dibungkam, sehingga rakyat 
sebagai pemilik yang sah kekuasaan 
malah jadi obyek yang terinjak 
kekuasaan.  
 N/HP/7/83 
8.  Lihat mata mereka ketika kusebutkan 







‘pemerintah’ atau lainnya yang 
menyangkut kekuasaan negara. Dalam 
mata mereka ada cekam ketakutan. Ada 
bayangan menggigil karena kecut hati. 
Wajah berubah pucat dengan bibir 
bergetar. Tangan wel-welan karena tak 
tahu lagi cerca nista, apalagi yang akan 
mereka terima.  
9.  Dan saya—Kades Basar—mendapat 
perintah mengabdikan stigma 
pemberontakan komunis tahun 1965 





10.  Ya, dalam HUT GLM nanti istriku 
akan menjadi satu antara ribuan bebek 
yang patuh dihalau ke sana-kemari oleh 
orang seperti Tamu-1 yang baru 




11.  Beberapa penduduk yang berpapasan 
mengangguk hormat. Kades Basar 
disegani orang. Mungkin karena ayah 
Basar adalah orang terkaya di desa itu. 
Atau bukan apa-apa, selain karena 
Basar punya bawaan semanak, 
semedulur. Dia senang menghadapi 
warganya dengan wajah jernih dan 
kata-kata yang tulus.  89 
 N/HP/11/89 
12.  “he-he-he ... diharuskan secara terus 
terang sih, tidak. Tapi diamang-amang, 
iya. GLM memang hebat. Kami para 
pensiunan tak bisa menolak apa pun 
yang mereka kehendaki. Kekuasaannya 
merambah kemana-mana. Bahkan 
urusan tempat tidur pun 
dicampurinya.” 
Pak Tarya P/HP/12/138 
13.  “Betul. Dengarkan kampanye mereka 
nanti. Kata mereka, kader GLM harus 
berhasil setidaknya meng-GLM-kan 
teman sebatur, teman sesumur, serta 
teman sekasur. Nah, apa ini bukan 
mencampuri urusan tempat tidur? Tapi 
sudahlah, saya mah, nrimo saja. Kan 
GLM sedang didhapuk menjadi 
pemegang kuasa. Cuma kadang saya 
ingin bilang, kekuasaan tidak langgeng. 
Semua punya titik akhir. Dan satu hal 




lagi. Kita mengenal pepatah, trima sing 
nglakoni, ora trimo sing ngemongi.”  
14.  Ketersinggungannya lebih disebabkan 
oleh kenyataan labelisasi bersih 
lingkungan adalah taktik politik 
murahan dan sangat menistakan 
martabat manusia. Celakanya labelisasi 
itu telah memakan ribuan korban. 
Ironisnya pada sisi lain labelisasi bersih 
lingkungan sering dimainkan menjadi 
alat ampuh untuk menjatuhkan orang 
yang tak disukai.  
Kabul  N/HP/14/145 
15.  “Saya tahu kamu kades yang karenanya 
wajib jadi kader GLM. Meski kamu 
mantan aktivis, cepat atau lambat kamu 
akan terpolusi oleh budaya yang telah 
seperempat abad dikembangkan 
golongan politik ini. Feodalisme baru, 
penyeragaman, rekayasa, korupsi, 
munafik, dan semuanya dibungkus 
dalam retorika pembangunan.” 
Kabul  P/HP/15/146 
16.  Lembur hanya diperlukan pada 
pengecoran yang memang tidak boleh 
terputus. Tapi karena politik, semuanya 
bia dipaksakan. Dan apakah para 
pekerja itu tahu diri mereka sedang 
menjadi obyek kepentingan politik 
yang memaksa mereka bekerja lembur? 
Kabul  N/HP/16/148 
17.  Atau lagi Ir. Dalkijo yang nyatanya 
adalah tokoh GLM akan memecat 
Kabul karena tidak loyal. Ya, loyalitas 
yang buta adalah budaya yang sangat 
dipentingkan dalam kultur GLM.  
 N/HP/17/149 
18.  Yang tetap tegak dari dulu adalah 
daulat pejabat seperti zaman kerajaan. 
Dalam sistem kekuasaan seperti ini 
presiden merasa dirinya raja. Dan 
birokrasi di bawahnya dari pusat 
sampai daerah merasa diri mereka 
adalah patih, adipati, panikel, panewu, 
dan seterusnya. Orang-orang politik 
yang berkumpul di gedung parlemen 
tak lebih dari orang yang dibayar 
sebagai tukang stempel kerajaan. 





rakyat dan tanah air tetapi pembela 
kekuasaan sang raja.  
19.  “... . Dan, saya adalah bendaharawan 
GLM. Bupati, Dandim, Kapolres, 
Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, 
semua kader dan pendukung GLM. Di 
DPRD golongan kita dominan. Bahkan 
wakil dua parpol itu juga orang-orang 
yang berjiwa  GLM tapi diberi baju 
hijau dan merah. Semuanya pendukung 
setia Bapak Pembangunan. ...” 
Dalkijo  P/HP/19/185 
20.  “... . Lagi pula Dik Kabul tahu 
bagaimana efektivitas hukum di negeri 
ini. Penegakannya amburadul. ...” 
Dalkijo  P/HP/20/186 
21.  “Dik Kabul, sampean memang 
insinyur. Tapi terlalu lugu. Dengar, 
Dik. Untuk memeriksa atau bahkan 
menahan Dik Kabul, mereka akan 
menemukan banyak alasan. Misalnya, 
menghambat pelaksanaan program 
pembangunan; tidak loyal kepada 
pemerintah; menentang Orde Baru,  
sampai pada indikasi bahaya laten 
komunis. Dan sekali Dik Kabul 
berurusan dengan aparat keamanan, 
maka Dik Kabul akan masuk daftar 
hitam; Dik Kabul akan terus diawasi 
dan mungkin tidak akan dapat bekerja 
dimana pun. ...” 
Dalkijo  P/HP/21/205 
22.  Sehabis upacara di lapangan ribuan 
massa GLM mengiring ketua umum 
mereka salat Jumat di masjid yang 
masih bau cat karena baru direhab 
total. Puluhan ribu lainnya sudah 
bersiap mengikuti pawai besar yang 
akan dimulai dari lokasi jembatan. 
Ribuan kendaraan berbaris memanjang 
berkilo-kilometer;sepeda motor, mobil-
mobil bagus para pejabat dan tokoh 
GLM, truk besar-kecil, kendaraan 
proyek dari truk sampai jip, siap 
berpawai untuk kesetiaan buta kepada 
sang berhala.  
 N/HP/22/215 
23.  Dan kontras yang sangat itu; apabila 
pejabat dan politikus yang semuanya 





AC, maka tengoklah puluhan ribu 
massa akar rumput yang telah di-GLM-
kan itu. Paling beruntung adalah 
mereka yang naik sepeda motor. Tapi 
yang di atas truk itu. Mereka 
dipasakkan ke dalam bak-bak truk 
seperti singkong yang ditata semampat 
mungkin sementara panas matahari 
sangat memanggang. Dan udara sangat 
berdebu. Atau sebentar lagi cuaca bisa 
berubah teduh tetapi akan disusul hujan 
deras.  
24.  Maka sang ketua turun dari mobil 
dengan senyum yang khas karena gigi 
taringnya sedikit gingsul. Langkahnya 
megah. Penuh kejayaan. Dan puja-puji, 
hidup Orde Baru.  
 N/HP/24/215 
25.  Maka Kabul tak sempat mendengar 
gempita selanjutnya, atau melihat 
pemandangan penuh eforia yang 
menggila. Atau suasana benar-benar 
gila karena massa GLM sedang mabuk 
kejayaan meski hampa dan palsu. 
 N/HP/25/216 
26.  Truk-truk sarat manusia lelaki dan 
perempuan tumbal ambisi para 
politikus mengekor di ujung konvoi 
yang begitu panjang.  
 N/HP/26/216 
27.  “Ya, kamu lihat sendiri orang kampung 
dan petani yang diangkut dengan truk-
truk itu. Mereka diperlakukan seperti 
ternak. Bila panas kepanasan, bila 
hujan kehujanan. Bila mereka lapar dan 
haus di tengah jalan, siapa yang 
peduli?” 
Kabul  N/HP/27/217 
28.  “Betul. Mereka menikmati 
kegembiraan semu, bahkan tragis. Ya, 
tragis karena mereka tidak menyadari 
telah menjadi korban, menjadi tumbal 
bagi ambisi orang-orang partai. Dan 
semua ini terjadi karena massa 
kebanyakan kurang terdidik sehingga 
buta akan hak-hak politik mereka. 
Akibatnya mereka jadi sangat mudah 
digiring kesana-kemari, ditipu, dan 
akhirnya dimobilisasi. Yang sedang 
kita lihat ini adalah mobilisasi atau 




pengerahan massa yang mengerikan. 
Celakanya, selain GLM, dua partai lain 
melakukan hal yang sama. Mereka 
memanfaatkan dengan licik kebodohan 
massa untuk tujuan-tujuan politik 
mereka ...” 
29.  Muatan trailer itu adalah puluhan 
kader GLM berseragam dan berdiri 
megah serta sebuah pohon klepu besar 
yang panjang lengkap dengan akar-
akarnya. Klepu adalah lambang GLM 
yang telah dikeramatkan dan dijadikan 
berhala lain. Lihat betapa khusuk para 
kader GLM yang berada di atas trailer  
itu karena mereka sedang menggiring 
berhala yang mereka keramatkan.  
 N/HP/29/218 
30.  Wati, yang dosodorkan oleh 
seorang tokoh setempat bekerja 
sebagai penulis kantor proyek itu. 
Sama seperti jagoan kampung dan 
pensiunan tentara yang direkrut 
jadi satpam, juga tukang batu dan 
kuli-kuli lokal, Wati diterima 
dalam rangka pemberdayaan 
tenaga setempat untuk menekan 
dampak sosial negatif proyek.  
 (N/HP/30/21) 
31.  Ah, komunitas pekerja kasar di 
proyek. Mungkin mereka merasa 
beruntung karena sementara ada 
proyek mereka punya 
pengahsilan. Bila proyek selesai 
mereka bubar, pergi ke sana 
kemari untuk mendapat pekerjaan 
baru, para mandor lebih 
beruntung. Biasanya mereka 
sudah punya hubungan baik 
dengan pelaksana proyek, 
sehingga mereka akan dihubungi 





HEGEMONI EKONOMI (HE) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  “ ... . Jadi saya tahu, ya, begitulah budaya 
kekuasaan di negeri kita. ... . Ah, kami 




rakyat kecil tahu kok, apa arti 
penggelembungan biaya bagi orang-
orang proyek. ...” 
2.  ... mata pencahariannya akan hilang bila 
jembatan sudah selesai dibangun. Untung 
kesedihan Pak Martasatang sedikit 
berkurang karena anak lelakinya bisa ikut 
bekerja sebagai kuli batu proyek.  
 N/HE/2/13 
3.  Atau, mereka takkan bersalah karena 
menebang pohon jati di perkebunan 
negara karena mereka tahu banyak pagar 
makan tanaman.  
Pak Tarya P/HE/3/16 
4.  Dan ternyata orang-orang kampung pun 
ikut-ikutan nakal. .. . mungkin karena 
tahu banyak priyayi yang ngiwung 
barang, uang atau fasilitas proyek mereka 
pun tak mau ketinggalan.  
 N/HE/4/23 
5.  “Ah Dik Kabul ini seperti hidup di 
awang-awang. Pijaklah bumi dan lihat 
sekeliling. Seperti yang sudah pernah 
kukatakan, orang-orang proyek seperti 
kita harus pandi-pandai bermain.”  
Dalkijo  P/HE/5/24 
6.  “Makanya Dik Kabul, lebih baik bersikap 
seperti saya saja lah. Ikuti langgam serta 
permainan yang ada dan sabetlah 
keuntungan. Bila perlu kita jadi koboi, 
he-he.”  
Dalkijo P/HE/6/24 
7.  Namun Kabul merasa tak bisa berbuat 
apa-apa. Karena permainan itu terasa 
sudah menjadi kewajaran dan menggejala 
dimana-mana, sampai masyarakat sekitar 
proyek pun ikut melakukannya. Bahkan 
seorang pelaksana seperti Dalkijo sudah 
terbiasa menerima semua bentuk 
permainan itu tanpa keluhan apa-apa, 
atau malah memanfaatkannya? 
 N/HE/7/26 
8.  “Saya tahu Dik Kabul mantan aktivis. 
Biasa kan, yang namanya aktivis punya 
idealisme yang kolot. Tapi setelah 
bekerja seperti ini, Dik Kabul harus 
tunduk pada kenyataan. Sedikit 
pragmatislah agar kita tidak konyol 
seperti Don Kisot, he-he.”  
Dalkijo P/HE/8/26 
9.  “Jadi, Dik Kabul, bagi saya hanya sikap 
pragmatis yang bisa menghentikan 





saya. Dan dari sini saya bisa bilang, mau 
apa Dik Kabul denga idealisme yang 
sampean kukuhi?”  
10.  Kabul sering merenungkan seloroh 
Dalkijo ini, ya dengan pandangan dekat. 
Seloroh itu ada benarnya juga. Negeri ini 
dihuni oleh masyarakat korup, terutama 
di kalangan birokrat sipil maupun militer, 
juga orang awamnya.   
 N/HE/10/51 
11.  Dan di proyek ini mereka digaji terlalu 
kecil karena pos anggaran untuk 
menggaji mereka tertekan oleh besarnya 
faktor X yang harus ditanggung oleh 
pelaksana proyek. Faktor X ini adalah 
pungutan liar halus maupun kasar, 
langsung maupun tak langsung yang 
dilakukan oleh oknum-oknum resmi sipil 
dan tentara yang menganggap proyek ini 
memang sebuah “proyek”. 
 N/HE/11/58 
12.  Dan kebanyakan mandor bisa menjadi 
kanibal terhadap para tukang dan kuli. 
Mandor merasa punya hak menetukan 
gaji bawahan. Memotong gaji tukang dan 
kuli menjadi hal biasa. Ironisnya, para 
tukang dan kuli pun menganggap hal 
demikian wajar karena mandorlah yang 
memberi mereka pekerjaan.  
Kabul N/HE/12/148 
 
HEGEMONI BUDAYA (HB) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  “Kan zaman sudah edan, Mas. Pilihan 
kita hanya dua. Ikut edan  atau jadi 
korban keedanan.” 
Pak Tarya P/HB/1/68 
2.  “Lha iya. Memang zaman sudah benar-
benar edan. Zaman yang kedatangannya 
sudah diramal oleh Ki Ranggawarsito 
lebih dari seabad yang lalu kini nyata 
hadir. Tapi gendhengnya ....”  
Pak Tarya P/HB/2/68 
3.  “Begini. Bila masyarakat sudah 
menganggap perilaku edan adalah hal 
biasa, sehingga tak usah dirisaukan dan 
dicegah, kita bakalan ambruk. Andaikan 
tidak, bila kita adalah negara, jadilah 
negara-negaraan. Kalau kita masyarakat, 





4.  Mungkin karena zaman sudah berubah. 
Pragmatisme sudah nyata hadir, sehingga 
orang-orang idealis tampak sebagai 
makhluk aneh, lucu, bahkan blo’on. Pada 
zaman yang serba gampangan, orang-
orang berhati lurus seakan 
terkategorisasikan sebagai mereka yang 
melu edan ora tahan, yen tan melu 
anglakoni boya kaduman milik. 
Kabul  N/HB/4/150 
5.  Keluarga presiden, menteri, jenderal, 
gubernur, anggota DPRD, pengusaha 
yang kongkalikong dengan pejabat, hidup 
dalam pragmatisme yang sangat kental. 
Oprotunis mumpung sebagai anak 
kandung pragmatisme sangat mereka 
akrabi. Luar biasa kaya, konsumtif, 
kemaruk, dan terkadang sikap tega 
terhadap kelompok masyarakat miskin 
sering mereka perlihatkan tanpa tedheng 
aling-aling. ... . Keadaan demikian sangat 
mungkin mengerosi idealisme sebagian 
besar insinyur dan sekaligus 
menyebabkan mereka ingin  meniru 
gebyar kehidupan mereka di atas.  
Kabul N/HB/5/151 
 
HEGEMONI TANDINGAN (HT) 
No.  Kutipan Tokoh Kode 
1.  Jengkel karena hambatan ini 
sesungguhnya bisa dihindari bila 
pemerintah sebagai pemilik proyek dan 
para politikus tidak terlalu banyak 
campur tangan dalam tingkat 
pelaksanaan. 
Kabul  N/HT/1/23 
2.  Sebagai seorang insinyur, Kabul tahu 
betul dampak semua permainan ini. Mutu 
bangunan menjadi taruhan. Padahal bila 
mutu bangunan dipermainkan, maka 
masyarakatlah yang pasti akan 
menanggung akibat buruknya. Dan bagi 
Kabul hal ini adalah pengkhianatan 
terhadap derajat keinsinyurannya. 
 N/HT/2/26 
3.  “Ya saya bisa mengira-ira. Seorang 
mantan aktivis seperti Dik Kabul tentu 
menghenaki perubahan besan di berbagai 
bidang. Korupsi dalam berbagai bentuk 




dan manifstasinya harus dihilangkan. 
Pemerintah mesti cakap, berwibawa, dan 
terpercaya. Lembaga legislatif harus 
selalu berpihak kepada kepentingan 
rakyat, pokoknya demokrasi harus benar-
benar tegak. Dengan demikian, cita-cita 
membangun kehidupan bersama yang 
adil dan makmur bisa menjadi kenyataan, 
terus dan terus. ... . Seorang koboi seperti 
saya juga bisa bilang itu bagus.” 
4.  Bahkan apakah keadaan mereka akan 
bertambah baik bila mereka disumbang 
beras ketika kebanjiran, disumbang air 
ketika terpanggang di musim kemarau, 
atau diberi obat gratis ketika kena wabah 
muntaber? Ah, kerja kariatif seperti itu 
tak lebih dari kembang gula yang hanya 
manis sesaat dan tak akan mengatasi 
masalah. Apalagi bila tindakan kariatif 
itu dicampur dengan niat cari untung. 
Maka jangan salahkan mereka menuduh 
tindakan semacam itu sesungguhnya 
sedang memperdagangkan kemiskinan. 
Kabul  N/HT/4/31 
5.  Kabul bangun menegakkan punggung. 
Dia terkesan atas kata-kata Pak Tarya. 
Masyarakat sudah menganggap laku edan 
sebagai hal biasa? Kalau begitu, 
kecenderungan ini akan tumbuh menjadi 
bangunan nilai? Ya? Seharusnya tidak. 
Sebab bila ya, jalan di depan pasti buntu. 
Kabul  N/HT/5/68 
6.  Zaman salah urus  yang menyebabkan 
hak anak-anak itu untuk mendapat 
pendidikan yang cukup tak pernah 
terwujud. Zaman revitalisasi feodalisme 
yang melahirkan priyayi-priyayi 
kemaruk, kagetan, dan gumunan. Dan 
mereka tak becus memenuhi kewajiban 
membangun ekonomi agar setiap anak 
muda mendapat pekerjaan dengan upah 
yang pantas.  
Kabul  N/HT/6/72 
7.  “... . Saya akan bersiasat untuk sedikit 
mengurangi dampak kerakusan GLM 
agar kerusakan desa saya tak terlalu 
parah. Ya kalau benda yang rusak, tapi 
kalau hari dan moral rakyat serta nilai-
nilai yang hidup disini?”  
Basar  





8.  “Baguslah. Tapi persiapkan mentalmu 
karena yang akan kamu hadapi sebuah 
sistem kekuasaan kemaruk-mumpung 
yang sudah dibangun selama seperempat 
abad. Kamu tidak bakalan berhasil 
penuh.”  
Kabul  P/HT/8/94 
9.  “Ya, dan pada dasarnya pun sama. Saya 
tidak ingin mengambil tindakan tinggal 
glanggang colong playu. Saya ingin 
bertahan sampai proyek ini selesai 
dengan baik dan bisa 
dipertanggungjawabkan murunya kepada 
rakyat ...”  
Kabul P/HT/9/94 
10.  “Malah bukan juga kepada DPRD yang 
Cuma legislatif-legislatifan itu. Tapi 
seperti kamu juga, rasanya saya tak akan 
sepenuhnya berhasil. Entahlah.”  
Kabul P/HT/10/94 
11.  “Memang. Dan untuk meliburkan 
pekerja, saya harus berdebat dulu dengan 
Pak Dalkijo. Saya tak mau jadi ujung 
tangan kapitalis baru yang menindas 
bangsa sendiri. Libur hari Minggu adalah 
hak mereka. Apalagi sudah dua bulan 
mereka bekerja tanpa libur.”  
Kabul P/HT/11/102 
12.  “... . He drove by tax. Tapi negara hanya 
mau mengambil pajaknya dan tidak mau 
bertanggung jawab atas kecelakaan yang 
disebabkan oleh kerusakan jalan. ...”  
Somad  P/HT/12/110 
13.  “Apakah kamu kira  negara kita yang 
konon berpancasila ini dan semua 
aparatnya sudah ditatar P4, sebuah negara 
republik demokrasi? Bangun, bangun! 
Hentikan mimpimu. Dan sadari di tahun 
1991 ini kita hidup di bawah sebuah 
feodal baru.”  
Kabul P/HT/13/111 
14.  “Begini, Pak Baldun. Karena kami ingin 
menyelesaikan pembangunan dengan 
hasil yang sebaik-baiknya, maka kami 
hanya bisa membantu Anda apabila 
proyek ini sudah selesai. Itu pun bila 
nanti ternyata ada material yang tersisa. 
Sekarang ini sisa material, yang biasanya 
berupa batu, batu  split, potongan besi 
serta sedikit semen, belum bisa dihitung.” 
Kabul  P/HT/14/140 
15.  “Tapi nanti dulu. Karena kesuciannya, 
maka pembangunan sebuah masjid arus 




tertib dan pakai tata krama. Semua 
material di sini kan, dibeli untuk 
membangun jembatan, bukan lainnya. 
Jadi kalau ingin tertib semua material di 
sini tidak boleh dipakai untuk tujuan lain, 
kecuali sisanya.” 
16.  “Anggaran proyek ini sudah digerogoti di 
sana sini hingga mengakibatkan 
kebocoran anggaran yang mencapai tida 
puluh persen. Dan asal Anda berdua tahu, 
kami adalah kontraktor batangan karena 
pemenang tender sebenarnya adalah 
kontraktor lain milik anak seorang 
gubernur. Mereka menjual pekerjaan ini 
dengan keuntungan di atas dua puluh 
persen. Dan sekarang sebuah 
pembangunan masjid ikut-ikutan 
membebani proyek ini. Terus terang saya 
khawatir hal ini bisa menodai kesucian 
agama kita.”  
Kabul  P/HT/16/142 
17.  “Pak Dalkijo, saya ingatkan ada undang-
undang nomor 18 tahun 1990; 
pemborong wajib menjamin bangunan 
yang dikerjakan bisa dimanfaatkan 
setidaknya selama sepuluh tahun.” 
Kabul  P/HT/17/186 
18.  “Maaf Pak. Keputusan saya tak bisa 
ditarik lagi. Saya keluar!” 
Kabul  P/HT/18/206 
19.  “Kamu tampat bagus dan gagah. Tapi 
proses pembangunanmu diselimuti 
kesontoloyoan yang parah. Umurmu tak 
akan panjang dan anggaran 
pembangunanmu yang sebagian jadi 
bancakan akan menjadi beban 
masyarakat miskin.” 
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